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Program Sarjana, Program Studi Hubungan Internaki&akultas lImu Sosial
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ABSTRAK

Tata kelda lingkungan dalam inisiatif 3Ri Indonesia tidakepasdari perarbank
sampalsebagai salah satu programggulan Indonesia @R Forumdan deklarasi

Hanoi dalam hamengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur samgpah
Partisipasi publik untuk bertanggung jawab atas pengelolaan limbah adalah salah
satu cara baru untuknendoronguniversalisasi normdingkungan dalam skala
global.KotaMalang adalah salah satu &gaang terpilih menjadi kota percontohan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan B&fikipasi publik dBank
Sampah Malang memiliki beberapa jenis mekanisme yang perlu mendapat
perhatian kita yaitu partisipasi dalam proses pengambilan kepuitnggermentasi,
manfaat, dan evaluasi. Mekanisme partisipasi didasarkan pada kebijakan Peraturan
Daerah Kota Malang No. 10 tahun 2010 dan Unddndang No. 18 tahun 2008
tentang pengelolaasampabsebagai pedoman utama standari inisasi3R yang
partisipaif. Kemudian,khusus padaartisipasiproses pengambilan keputusan dan
partisipasievaluasi perlu ruandiskursusuntuk pembuatan keputusan rasional dan
kolektif untuk mencapai kepentingan kolektif dalam mencapai Prakarsa 3R.

Kata kunci:3R, Bank Sampah Mang Partisipasi Publik, Tata kelola lingkungan
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Bachelor Degree, Majoring International Relations, Faculty of Social and
Political Scences, University of Brawijaya, 2019

ABSTRACT

The fulfillmenr d environmental governance in 3fttiative in indonesia is ndtee

from the role of waste bards one ofiidonesia's best pgpammes in 3Rorum and
declaration hanoi in regards of reduceus®, and recycle. Public participation in
being responsible for waste management is one of the new ways to urge the
univerzalisatuon of environmental norms in global scale. Malang is one of the
chosen cities that need to be applaud#ih the decent ratef public participation

in waste bank all over Indonesia. Public participation in Malang's waste bank has
some kind of mechanism that needs our attention which is the participation in
decisionmaking process, implementatidrgnefit, and evaluatiomhemechanism

of participationis based on the policy of Peraturan Daerah Kota Malang No. 10
tahun 2010 and Undargndang No. 18 tahun 2008 on waste management as the
primary guidance to a standard of participative 3R Initiative. Then, in the
participation, espeially in decisioamaking process and evaluation need a
discourse space for the creation of rational and collective decision to achieve
collective interests in achieving 3R Initiative.

Keywords: 3R, Bank Sampah MalangPublic Participation, Environmental
Governance.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah yang ada di dunia saat ini sudah menjadi
tanggung jawab setiap negara untuk terlibat dan ikut sentgatasinya secara
bersama dalam mewujidkan tanggung jawab pola konsumsi dan produksi
pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1992 kemudian PBB telah
menyelenggarakamhe United Nations Conference on Environment and
Developmentatau yang biasa dikenal demg&TT Earth SummitRio de
Janeiro. Konferensi tersebut memiliki tujuan untuk memformulasikan
mekanisme yang tepat dalam perlindungan lingkungan dengan mengarahkan
kebijakankebijakan nasional setiap negara dan kebijakan internasional ke arah

tujuan pembangnan ekonomi dan sosfal.

KTT tersebut merupakan pertemuan global lingkungan pertama yang
mempertemukan tiga puluh ribu delegasi pemerintah, aktivitis lingkungan
hidup, hingga pemimpin agama dan negara berkumpul dgli@bal forum
untuk menciptakan panda&epada negara peserta dalam memenuhi prinsip
yang dihasilkan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup lingkungan

global? Dalam merealisasikan deklarasi Rio, maka terbentuk agenda 21,

! Novita Erma,“ Ti nj auan hukum | ingkungan Intermnasional
https://www.kompasiana.com/novita92216/5e204b84097{3661604d7b52/tijalkam
lingkunganinternasionaterhadaglimbah perusahaatimbahbahanberbahayalanberacurb3

Diakses pda tanggal 1 Februari 2020

2 United Nations. 1992The Global Partnership for Environment and development, A Guide to

Agenda 21UNCED, Geneva.



https://www.kompasiana.com/novita92216/5e204b84097f3661604d7b52/tinjauan-hukum-lingkungan-internasional-terhadap-limbah-perusahaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3
https://www.kompasiana.com/novita92216/5e204b84097f3661604d7b52/tinjauan-hukum-lingkungan-internasional-terhadap-limbah-perusahaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3

deklarasi rio, serta prinsiprinsip yang berdasarkan konsensus danittoen

global pada kerjasama lingkungan dan pembangunan. Pada agenda tersebut
menitikberatkan peran pemerintah dalam mewujudkan strategi nasional
melalui kebijakan dan melibatkan partisipasi masyarakat dan LSM seluas

luasnya®

Deklarasi Rio adalah kesepa#a yang direalisasikan dala berbentuk
prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan. Terdapat
27 prinsip sebagai acuan dasar dari komitmen internasional tersebut yang
mewakili kesepakatan antara prinsip keadilan, prinsip integrasi, riasipp
kejasama dalam isu lingkungan global. Aksi komitmen dunia untuk
pembangunan berkelanjutan tersebut disepakati oleh 178 negara, termasuk
Indonesia yang turut berpartisipasi dalam Kdarth Summitli Rio de Jainero

1992%

Isu pengelolaan sampah intasional juga termuat dalam deklarasi Rio
beserta dengan prinspgrinsipnya yang mengutamakan pengelolaan sampah
berbasis keadilan, adanya instrumen kebijakan, dan melibatkan partisipasi
publik dalam pengelolaan sampah. Komitmen internasional dalam pexagelol
sampah seiring berjalannya waktu kian mendapatkan perhatian lebih sehingga
menciptakan inisiasi pengelolaan sampah global yRkduceReuseRecycle

yang mengacu pada pringppinsip dasar pnegelolaan sampah berkelanjutan

3 Ibid.
4 1bid.



dari deklarasi Rio. Penerap&R sudah dhisiasikan sejak tahun 2009, pada
Forum 3R Regional yandilaksanakarpertama kali di Jepang sebagai wadah

untuk kerp sama dalam mempromosikan @RAsia’®

Jepang menjadi tuan rumah Forum 3R Regional perdana di Tokyo pada
tahun 2009, dan keh mensponsori Forwfiorum berikutnya bersama dengan
pemerintah dari setiap negara yang menjadi tuan rumah dan Pusat
Pengembangan Regional PBB (UNCRDRemudian saat forum keempat,
nama forum inisiasi 3R ini telah dirubah menjd& Forum Regional in Asi
and the Pacifi¢ Forum 3R Regional Keempat diadakan di Ha Noi, Vietnam
pada bulan Maret 2013 yang kemudian menghasilkan sebuah deklarasi
bernamaHa No i 3R Declarati on - Sustainabl
Paci fi c [ 8DeklaragiérsebuBeéarahukum tidak mengikat segala
aktor dalam tata kelola yang ada serta bersifat sukarela yang bertujuan
menyediakan kerangka kerja dasar bagi negagara AsigPasifik dalam
mengembangkan langkdéingkah dan program untuk mempromosikardar
seperangkat indikator untuk memantau kemajuspesifik tata kelola

lingkungan®

Tujuanutamadari adanya3R forum di Asia Pasifik ini adalah untuk

menggalag alsi bersama negarzegara kawasamisia Pasifik dalam

> Website Resm Regional 3R Forum in Asia and the Pabifips://www.env.go.jp/recycle/3r/en/
Diakses pada tanggal 4 April 2019

6 Ibid.

7 1bid.

8 Ibid.

% lbid.



https://www.env.go.jp/recycle/3r/en/

pengelolaan sampah dan limbahnya dengan menerapkan prinsjpkBR
merekankan bahwa sampaterupakan sesuahal yang berharga serta dapat
menumbuhkancircular economymelalui resource efficiencypengeldaan
sampahnya® Selain itu,penerapan prinsip 3R ini daapengelolaan sampah
dapat menjaga keberlanjutaari masa depan lingkungan serta mendukung
tercapainya pelaksana8®Gs di negaraegara kawasahsia Pasifik!! Setiap
negara telah bersepakamtuk berdiskusi mengenai kebijakan, memberikan
dukungan untuk pelaksanaan proyek 3R di negegara anggota, berbagi
informasi yang bermanfaat, dan membangun jaringan untuk mempromosikan

lebih lanjut dari inisiatif 3R?

Indonesiasebaganegara dengan populggnduduk terbes&eempat
di dunia mengakibatkarbanyaknyajumlah sampatyang tidak terkelold®

Indonesia turuberperan aktif dalafomitmen internasional dengan mengikuti

deklarasi Rio sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan serta

aktif dalam pengelolaan sampah berbasis 3R. Sebelumnya mengikuti Forum

3R Asia Pasifik, Indonesimga sudalhmemiliki peraturan terkait pengelolaan

10

Sri Lestari, “ Bank Sampah Ub a h Sampah

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashpBidgkses pada tanggal 4 April

2019
11 Website Resmi Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan Htip://www.menlhk.go.id/

Diakses pada tanggal 5 April 2019
12 | bid.

13 Damayanti, RiszdEfektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah: Studi Tentang Bank
Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depobktp://lib.ui.ac.id/naskahringkas/200%/S54959
Risza%20Damayanbiakses pada tanggal 4 April 2019

J a


https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank
http://www.menlhk.go.id/

sampah yang dimuat dalam strategi nasional pengolahan sampah dalam UU

No. 18 tahun 2008 yang mengacu pada pridsidarasi Rio 199

Pada peraturan tersebut Indonesia mengadopsi tiga dari 27 prinsip yang
ada pada deklarasi Rio. Diantaranya adalah prinsip nomor 3,10, dan 16 yang
memiliki makna diantaranyaHak untuk pembangunan harus dipenuhi
sehingga untuk memehu kebutuhan perkembangan secara adil dan
lingkungan dari generasi sekarang dan mendatagggelolaan lingkungan
hidup bukan semataata urusan aparatur pemerintah atau para ahli tetapi juga
warga atau masyarakat, baskcara perorangan atau kelompok, gamsip
terakhir yang bermakna bahwamerintah negara peserta konferensi Rio harus
menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan
instrumen ekonomidalam pengelolaan samp&hKetiga prinsip tersebut
masingmasing telah diadopsi oleh UNMomor 18 tahun 2008 mengenai
pengelolaan sampah di Indonesia yang secara lebih jelas termuat pada pasal

4,11 dan 416

Dalam menjalankan inisiasi 3R, dalam forum tersebut Indonesia
memiliki program unggulan yakni pengelolaan sampah berbasis komunitas
yangdikenal dengan Bank SampdAda pulaPeraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank

4 1bid.

1527 Prinsip Deklarasi Ridl992

16 YU no 18 tahun 2008 tentang Persampahan
7 1bid.



Sampah yang menjadi dasar pelaksanaan Bank Sampah di IndéBesigak

hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia unteknpromosikan penerapan 3R
denganpelibatanpublik melalui bank sampah. Saat ini sudah ada 5.244 bank
sampah tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten atau kota di Ind8nesia.
Bank sampah tersebut memberikan kontribusi pengurangan sampah nasional

sebesar ¥, persen dari total sampah nasioifal.

Dalam mencapai 3R Goals, banyakakeholderyang terlibat dalam
penyelesaian masalah sampah yang pada akhirnya m&acipia kelola
lingkungan baik dari lingkup global hingga ke ranalokal baik dari
pemerintah, meyarakat sipil, ataupun dari perusahakuat berpartisipasi
mengurangjumlah sampaR! Dalammemenuhi komitmen internasiornzdda
pembangunan berkelanjutan, inisiasi 8RIndonesia telah dimuat dalam
UndangUndang No.18ahun 2008 daReraturan Menteri bigkungan Hidup
Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah
yangmenjadikan Bank Sampah merupakan salah satu program unggulan dari
Indonesia untuk mencap8R Iniative??> Semua lapisan masyarakat waijib
berkontribusi sebagai jejag tata kelola pemerintah yang dapat

menyelesaikan masalah sampah. Salah satu bentuk pelibatan partisipasi publik

18 | bid.

19 Gita Amanda’ I ndones i a kenal kan Bank Sampah k e
https://republika.co.id/berita/p74f88423/indonelsémalkanbanksampakke-duniainternasional

Diakses pada tanggal 6 April 2019

20 |hid.

21 |bid.

22 Sri Lestari, “Bank Sampah Ubah Sampah Jadi
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashhai@kses pada tanggal 6 April

2019



https://republika.co.id/berita/p74f88423/indonesia-kenalkan-bank-sampah-ke-dunia-internasional
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank

dalam tata kelola lingkungan untuk menyelesaikan masalah sampah demi
mewujudkan3R Inifative adalah program bank sampah yang merupakan

program unggulan Indonesia yang berbasis komufitas.

Kementerian Pekerjaan Umum telah mengembangkan berbagai proyek
percontohan 3R di beberapa providsindonesig* Jawa Timur, khususnya
kota Malang merupakan salah satu kota percontohan nasional pada &erangk
pengelolaan sampah melalui ¥RBeberapa program unggulan dalam
pengelolaan sampah 3R kota Malang antara lain melalui 8ampah Malang
(BSM) yang diinisiasi olefMasyarakat yakni Kader Lingkungan bersama
dengarDinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)diegsmikan oleh Menteri
Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, pada tanggal 15

November 201%°

Sebelum didirikannya BSM di kota Malang belum ada lembaga yang
menangani pengelolaan sampah dari hulu dan hilir atau secara
keseluruhan/komprehefgan berkesinambungahHal ini disebabkan belum

adanya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang memiliki

BArifinRizky, "I ndonesia sampaikan metode pengelolaan s
I nt ernas ihttpsdhimiv.fordamof.org/index.php/berita/post/46@@donesiasampaikan
metodepengelolaarsampakberbasismasyarakake-duniainternasionalDiakses pada tanggal 6

April 2019
24 Website Resmi Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanamt®://www.menlhk.go.id/hafi

pedulisampak?014indonesiabersih/ ,Diakses pada tanggal 6 April 2019

25 |bid.
26 Achmad Syaiful Afandi,* Up a y a DKP Kot a Mal ang Tingkatkan Kual

https://mediacenter.malangkota.go.id/2014/02/ugdiymkota-malangtingkatkankualitas

pengelolaarsampalDiakses pada tanggal 6 April 2019
27 1bid.


https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/4609-indonesia-sampaikan-metode-pengelolaan-sampah-berbasis-masyarakat-ke-dunia-internasional
https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/4609-indonesia-sampaikan-metode-pengelolaan-sampah-berbasis-masyarakat-ke-dunia-internasional
http://www.menlhk.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih/
http://www.menlhk.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih/
https://mediacenter.malangkota.go.id/2014/02/upaya-dkp-kota-malang-tingkatkan-kualitas-pengelolaan-sampah
https://mediacenter.malangkota.go.id/2014/02/upaya-dkp-kota-malang-tingkatkan-kualitas-pengelolaan-sampah

nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lingké®hyeda.beberapa

kelompok yang peduli lingkungan terutama dalam pengeidaapah tetapi

belum ada suatu wadah/lembaga yang mendampinginya, sehingga proses

pengelolaan sampah tidak effekfif Pengelolaan sampah di kota Malang

dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah dan Perda Kota Malang No. T#hun 2010 tentang Pengelolaan

Sampalt?

Walaupun menjadi kota percontohan penerapan prinsipedfey&daan
program Bank Sampah Malang (BSM) masih belum sepenutiingaakan
masyarakat Kota Malany.Padahal, boleh dibilang program yang banyak
diadaptasi darah lain itu pertama kali tercetus di kota ini. Kepala Bidang
Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Malang Rahmat Hidayatmengatakan partisipasi warga untuk turut serta

dalam program tersebut masih belum menyeldf#adahal, BSM merupakan

salah satu upaya untuk mengurangi masalah sampah perkotaan sekaligus

menghasilkan nilai ekonomi dari sampah.

28 |bid.
29 |bid.
30 |bid.

31Rat i N uPariisipasil Wargd® Rendah Bank Sampah Masyarakat Kota MalanghMas
Me r u ghitp8://www.malangtimes.com/baca/26645/20180413/192811/partisipagarendah
banksampahmasyarakekotamalangmasiitmerugi/Diakses Pada Tanggal 6 April 2019

32 |bid.

33 bid.
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Rahmat Hidayat menjelaskan, warga yang tergabung dalam BSM Kini
baru 10% dari total warga Kota MalaffgSaat ini tercatat adsebanyak 30
ribu nasabah bank sampah yang terdiri dari 581 unit milik masyarakat, 260 unit
bank sampah sekolah, 80 unit bank sampah milik instansi, 25 orang pemulung,
serta 1.422 nasabah indiviéfuSetiap harinya, Bank Sampah dapat mengolah
5 ton sampaklari nasabaff Dari hal tersebut menunjukan jumlah yang cukup
besar dan membuktikan kalau masyarakat bisa punya peran besar dalam

pengelolaan sampah.

Jumlah sampah yang sangat besar tersebut merupakan sebuah ancaman
lingkungan yang cukup serius, dengankdunan sampah yang tidak terkendali
dapat menimbulkan potensi pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan
oleh zaizat yang dihasilkan dari proses pembusukan saffp8alain itu,
sampah juga dapat menimbulkan wabah penyakit bagi masyataleahun di
sisi lain sampah juga dapat menjadi peluang ketika pemanfaatan saamaah

dilakukan secara maksimal

Program pengembangan komunitas pada bank sampah adalah sebuah
terobosan unik yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang dalam

mewujudkan peningkatan pisipasi masyarakatathm pengelolaan sampah

34 bid.
35 Ibid.
36 |bid.
37 bid.

RudiAlwi, “Da s ar Pengel ol bttpiwwg.doesipmom/ddcs/34499795/Dasar
PengelolaanSampdfota/, Diakses pada tanggal 9 April 2019
39 |bid.
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berbasis 3R. Dalam pelaksana@R Initiative tersebut tentu masih sangat
minim sekali peran partisipasi publik dalam kasus Bank Sampah Malang
dengan hanya 10 persen warga kota Malang yang berpasiidialam prgram

bank sampaff Hal ini masih jauh dari angka partisipasi publik yang baik
untuk menciptakan tata kelola berkelanjutan demi mewujudkan sebuah tujuan

lingkungan yang berfokus kepada pelibatan partisipasi publik yang efektif.

Padapenelitian inipenuls melihatsebuah modeglengelolaan sampah
di Kota Malang dengan berbasis tata kelola yang partisipdstifgan
komunitasyakni bank sampah dengan mengacu pada mekanisme yang telah
dibuat oleh pemerintah Kota Malang dalam Peraturan Daerah No 10 tahun
2010 entang pengelolaan sampgéing merupakan turunan dasiJ No 18
tahun 2008! Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga menghasilkan
permasalahan apa saja yang ada pada pelibatan publik dalam kasus Bank
Sampah yang masih sangat minim dan tentunyat diyeaaluasi dan dapat di
perbaiki untuk meningkatkan partisipasi publlng baik sesuai dengan
prinsip pengelolaan sampah internasional yang kemudian akan dilaporkan oleh

Indonesia pada 3R Forum

Berdasarkan komitmen dalam deklarasi Ha Noi bagi imphease 3R
pada kawasan Asia Pasifik, partisipasi daerah menjadi salah satu target capaian

dalam implementasi deklarasi tersebuJadi padapenelitian ini akan

40 bid.
41 bid.
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menjelaskan bagaimana mekanispaibatan publik dalankebijakanBank
Sampah Malang terhadap kehasilan penerapan pengelolaan sampah di kota

Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berusaha
unt uk nBagaiendna mekaniSme pelibatan publik dalam Bank Sampah

Mal ang??”

1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusamasalah yang tertera di atas, penelitian ini

memiliki tujuan penelitian yaitu untuk

a. Mengetahui mekanisme pelibatan publik daBamk Sampah Malang.

b. MengetahuperanBank Sampah Malangrhadagkebijakan3R Initiative.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian inidiharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan
dan ilmu pengetahuan kajian hubungan internasional dalam melihat
mekanisme pelibatan publik Bank Sampah Mgl&elain itu penelitian ini
diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peningkatan pelibatan
publik dalam Bank Sampah Malang dan memberikan masukan terhadap
proyek yang saat ini penulis sedang kerjakan yakni platform digitalisasi

Bank Sampah bernaniBuangdisini.

11



BAB I
KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Studi Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sejgmisgtelah dilakukan sebelumnya.
Penelitian tersebut menjadicuandari penulis dalam melakukan penelitian
sehingga penulis mendagan gambarardalam mengkaji penelitian yang
dilakukan. Dari penelitian tdahulu tersebut, memang tidak berkolerasi dalam
mata kuliah Hubungan Internasionéakan tetapi,dari beberapa judul terkait
sekiranya membantu memperkayaandangan penulis dalam melihat
bagaimana 3R sebagai bentuk norma lingkungan global dapat menjadi sebuah
kebijakan bank sampah di tingkat lokal dendpemtuk pengelolaan sampah

berbasis komunitas masyarakangakanpenulisbahas dalam penelitian ini

Risza Damayanti dalam peneitiannyberjudul, “Efektivitas
Pengel ol aan Sampah telahimemaparkanBanatisisnyaS a mp a h
mengenai seberapa efdékiampah dapat dikelola melalui Bank Samfrah
Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu positivist dan digunakan untuk
mengukur efektivitas pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Penelitian
tersebut merupakan peneliti@nosssectionalserta hasil peelitian tersebut

menyebutkan, bahwa menurut indikator teknik operasional, pengelolaan

42 Risza Damayantl, Menurut kamus EtimologyCharity dalam Bahasa Inggris yang berasal dari
bahasaEfektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bankfah: Studi Tentang Bank Sampah di
Kecamatan Sukmajaya, Depok"  http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2006/S54959
Risza%20DamayantDiakses pada tanggal 10 April 2019
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sampah melalui Bank Sampah tidak efeRifTetapi jika dilihat melalui
indikator pembiayaan, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah tergolong

efektif.

Pada tulisan terbeit juga menggambarkan bagaimaebuah bank
sampah memiliki partisipasi yang masih terbilang tidak menyebar kepada
semua kalangan. Tingkat partisipasi yang ada hanya ada pada ekonomi kelas
menengah kebawah. Selain itu, bagaimana faktor pendorong atagpasirt
dalam bank sampah yang disebabkan bukan karna pendekatan ekonomi namun
adanya pendekatan komunitas paguyuban yang membuat bank sampah dapat

berjalan

Penelitian kedua yang penulis angkat sebagai studi terdahulu adalah
penelitian yang dilakukan dteGhina Ulfaridhayang berjudullmplementasi
Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Bank Sampah dalam Upaya
Pengelolaan Sampah Berbasis $farakat di Kota Bandar Lampurtglah
menjelaskan bagaimana prinsip 3R dapat diimplementasikan dalam sebuah
sistem pagelolaan sampah berbasis masyarakat yakni bank sampah di Bandar
Lampung. Pada penelitian dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif ini,
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bank sampah dapat

terimplementasi di Kota Bandar Lamputfg.

43 |bid

44 Ghina Ulfaridhalmplementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Bank Sampah dalam
Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung.
http:/digilib.unila.ac.id/27040/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Diakses pada tanggal 10 April 2019

13


http://digilib.unila.ac.id/27040/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Menggunaka teor implementasi kebijakan dalam tulisannya, Ghina
menggunakan teori deEimore Golembiewskintuk merefleksikan bagaimana
arahan dari kebijakaReuse, ReducdanRecycledapat diterapkan pada bank
sampah di Bandar LampufigSelain itu, terdapat penguran kinerja dari
organisasi bank sampah serta penjelasan apa saja -fiktimr yang

mendukung implementasi tersebut berdasarkan kebijakanit&Rive 4

Tabel 1 Studi Terdahulu

Studi Terdahulu Persamaan Perbedaan
Risza Damayanti - Kasus yang digunakan | - Menggunakan penelitian
“Efektivitas melihatkan bagaimana | Cross Sectional dalam
Pengelolaan Sampah|  teknis operaasional meneliti efektivitas bank
melalui Bark dalam program bank sampabh.
Sampah” sampah hingga - Tidak menunjukan tata
bagaimana pelibatan kelola dalam bank
publik dapat membuat | sampah.
bank sampah dapat
berjalan efektif.

4 bid.
48 bid.
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Ghina Ulfaridha

“1 mpl ement
Program 3R (Reduce,
Reuse, dan Recycle)
Bank Sampah dalam
Upaya Pengelolaan
Sampah Berbasis

Masyarakat di Kota

- Kasus yang digunakan
menggambarkan
bagaimana nilai 3R
dapat diimplementasi
melalui bank sampah
sebagai bentuk
pengelolaan sampah

berbasis komunitas

- Memiliki tujuan untuk
melihat faktor-faktor
yang mempengaruhi
dalam implementasi 3R

- Menggunakan model
implementasi kebijakan
dalam melihat program

3R berbasis masyarakat.

Bandar L an masyarakat.

Sumber: Diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Konseptual
2.2.1Environmental Governance
Di era saat ini, permasalahan lingkungtelah menjadi sebua

perhatian dari banyak pihakitena potensi kerusakan lingkungan terus muncul
seiring dengan majunya pemigaiman di segala aspek. Tidak dapat dipungkiri
bahwa di eranodernsaat ini banyak sekali aspek pembangunan yang tidak
ramah lingkungan. Makadari itu, untuk mereduksi potensi kerusakan
lingkungan yang sangat bessekaligusuntuk mengimplementasikan salah
satu prinsiggood governancterkait komitmen pada perlindungan lingkungan

hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam manajemen

15



pengelolaan lingkungan hidup yakminviromental governand@ Istilah
tersebutmerupakan paradigma baru di bidanggkangan hidup yang lah
menjadi bagian penting dalapencapaiangood governanc® Selain itu,
enviromental governanceiharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan
sebagai mainstream utama pembangunan di indonesia yangsaaraa

menjalankan aspek ekonondrsosiaf?®

Definisi mengenaienvironmental governanceenurutMugabe dan
Tumushabe adalah sebukbimpulan nilainilai dan norma yang memandu
hubungan antara negargrivat dan masyarakat dalam penggunaan,
pengawasan dan manajemen dari lingkungan flaherdapat duakonsep
pemahaman dalam nilai dan norma yaknanajemen dan kepemerintahan

lingkungan>?

Manajema& yang dimaksud dilakukan oletemerintah,swastaserta
masyarakat publik demi mencapai keputusan dalam rh@ngangawasan
lingkungan hidupSedangan konsepdari kepemerintahan lingkungaagpat

didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari il&i dan normanorma yang

47 Website Resmi UNEP. ” Gl obal Environmesnt”. Outl o
http://www.unep.org/geo/pdfs/geoc5/GEQO5_report_full_ enlidkses pada tanggal 13 April 2019

48 Slamet Muljono.2008. Jurnal Widyaprana Volume 1, No. 2 Desember 2008 . Pendidikan
Lindkungan Hidup bagi pimpinan Aparatur Pemerintahan dalam mewujudkah@oe@rnance.
49 bid.

®Harpham, Trudy and Kwasi A. Boateng., 1997., “Urt
of Urban Services in Developing Countries”., Habi
Tumushabe, 1999

51 bid.
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memandu atau mengatur hubungan antara negara dan masyarakat madani

dalam penggunaan, pengawasan, dan manajemen dari lingkungai alam

Nilai-nilai dan norma inikemudian diekspresikan dalam suaatai
kompleks yang terdiri daperaturan, kebijakaman institusi yang mengatur
sebuah mekanisme organisasi dalam mengartikulasikan sasaran yang luas dan
target perencanaan yang spestifkri manajemen lingkungaigecara garis
besar evironmental governancemenyediakankerangka kerja konseptual
dimana tingkah laku masyarakat publik dan swasta atau bisnis diatur dalam

mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekéfogis.

Kerangka kga tersebut membentuk hubungéimbal balik antara
masyarakabaik dalam tingkaglobd, regional, nasional hingga lokdhalam
etikaetika lingkungan spesifik tertentu. Kemudian sebagaatu sistem,
Environmental Governanderdiri atas aspek sosial by@a interaksi politik
dan ekonomi diantara banyak aky@ng terlibatdalam masyarakat madafi.
Secara garis besBnvironmental Governancaalah cara dimana masyarakat

menggunakan kewenangan terhadap &fam.

Secara spesifik €nhvironmental governanteaddah konsep yang
merujuk pada serangkaian proses pengaturan, mekanisme dan organisasi di

mana para aktor memengaruhi tindakan dan hasil pada sebuah lingkungan.

52 |bid.
53 Teguh Kuniawan. 2007. Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan di indonesia.

54 1bid.
%5 |bid.
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Kunci dari berbagai bentuk environmental governance adalah hubungan
ekonomipolitik yang diwujudlan oleh institusi dan bagaimana hubungan ini

membentuk identitas, tindakan, dan hail.

2.2.1.1Good Governance

Good Governancenerupakansebuahkonsep penting untuk
dapat memastikan tindakan pengelolpamerintahamerjalan dengan
efektif>” Namun, masilada kekurangan relatif panduan komprehensif
dan praktis yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, desain,
dan analisissebuahtata kelola. Artikata Governanceadalahsebuah
proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang mana
keputusan terseib diimplementasikan atau tidak diimplementasi®n.
Analisis yang digunakan berfokus pada fakaktor formal dan

informal yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Leo Fonseka kat@overnancemenunjukan seluruh
tanggung jawab fungsi politik daadministratif, juga memiliki arti dan

maksud untuk menjamin perilaku moral dan etika mafgelaksanaan

56 Ostrom E. 2001. Vulnerability and polycentric governance systems. Update: Newsl. Int. Hum.
Dimens. Program. Glob. Environ. Chang. 3
http://www.ihdp.unibonn.de/html/publications/update/IHDP Update01 03.hDidkses pada
tanggal 22 Mei 2019

>7 bid.
%8 |bid.
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tugas pemerintalkesinambungan pelaksanaan kewenangan politik dan

administratif dari unit kerja pemerint&h.

Selanjutnya Leo Fonseka menjelaskan adm tkomponen
pokok vyang terlibat dalam sistenGood Governance yaitu
Negara/Pemerintah, Sektor Privat, dan masyarakat m#deetiga
komponen tersebut sangat kritis bagi kesinambungan pembangunan
manusia, sasaran umum untuk menciptakan kepemerintahanaiang b
adalah dengan mendorong setinggi mungkin interaksi koristruk

diantara komponen terselStit.

Gambar 1 Hubungan tata kelola

V.4

Governance Relationships:

The Institute On
Governance 5

Sumber: Institute on Governance : Better Governance for Public Benefit

59 Asmawi Rewansyah. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance (Bao
Yusaintanas, HIm 86

60 1bid.

51 |bid.
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Dari gambar diatas dapat dilihat terdapat beberapa-aktor
seperti pemerintah, sektor swasta, media, civil society, dan masyarakat
publik dalam sebuatata kelola?? Publik dianggap sebagai aktor yang
memiliki kekuatan besar dibandingkan dengan a&ktor lainnya.
Sedangkan aktor pemerintah dan aktor privat atau bisnis adalah unsur

pelaksana dalam pengimplementasian kepentingan publik.

Arti “ g o v e r’ dladlam suatu kebijakan publik menjadi kian
sangat penting dapelaksanaamplementasi kebijakatersebut yang
transparan dan akuntatdgarmenjadi sebuah konsep yang baik dalam
suatu pemerintahdf.Konsep tata kelola ini dapat digunakan pada
kajian yangmenjelaskan proses pengambilan keputusan dan proses
penerapan keputusaovernancedapat digunakan dalam beberapa
konteks seperti tata kelola perusahaan, tata kelola internasional, tata

kelola nasional dan tata kelola lolfAl

Pada level domestik konsegovernance sangat berkaitan
dengan tata kelola pemerintahan dan pelibatan pullibrld Bank

mendefinisikanGovernance sebagai cara dimana otoritas kekuasaan

62 paper presentasi Gini Conference PakjstanB u i [ d i n g —dCivikSeaiety Partneeship

L bttpsa//slideplayer.eom/slide/40030Mlakses pada tanggal 20 April 2019

64 Website resmi United Nations Economic & Social Commision for Asia and the Pacific

https://www.unescap.org/sites/default/files/gamyerrance.pdf Diakses pada tanggal 10 April
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dipraktekkan baik pada aspek ekonppdilitik, maupun aspek sosf3l.
KarenaGovernancenerupakarsebuah proses pengambilan keputusan
dan proses penerapan keputusan, analisis tata kelola berfokus pada
aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan dan
penerapan keputusan yang dibuat serta struktur formal dan informal

yang telah ditetapkan Ben kebijakan publik®

Memasuki era baru dalam tata kelola pemerintah yang
mengusung konsepood Governancenembuat munculnya nilai dan
prinsip baru untuk menciptakan konsep tata pemerintah yang baik, dan
salah satu prinsip yang patut di jaga dan di tdsta adalah prinsip
untuk komitmen terhadap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Prinsip tersebut ditekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan
sumber daya alam dan perlindungan/ konservasinya, penegakan
prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, rdnda tingkat
pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat

pelanggaran terhadap aktivitas perusakan lingkufgan.

8 Website resmi World Bankttp://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/O__€ON
5.HTM Diakses pada tanggal 12 April 2019

%6 |hid.

67 A. Qodry Azizy.2004. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, him 29
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2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Konsep Partisipasi Publik John M. Cohen & Norman T. Uphoff

Definisi partisipasi memiliki arti ttut berperan serta dalam suatu
kegiatarf® Partisipasimerupakan salah satu konsep utama yaegopang
prinsip dan praktik Environmental GovernanceDengan hal tersebut
menjelaskan bahwa partisipasi memiliki asibagaikut sertanya suatu
kesatuan dalam megambil bagian aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan
kesatuart® Partisipasi publik juga membawa legitimasi, meningkatkan
kredibilitas dan efektivitas proses pengambilan keputu3atam tata kelola
lingkungan, pemerintah dapat memiliki wewenang untukmoteskan
berbagai macam kebijakan, tetapi pelibatan publik memiliki andil cukup
penting dalam kebijakan pemerintah tersebut untuk memastikan bahwa
pemerintah bertindak demi kepentingan publik, karena kebijakan lingkungan

mencerminkan nilanilai dan normapublik terhadap lingkungatf?.

. Sebuah penelitian dari World Bank menyebutkan bahwa suatu
partisipasi diartikan sebagai proses dalam pembangunan dimana seluruh
stakeholderkut serta dalanmengembangkan dan memberi pengaruh terhadap
perubahan yang diinginka* Partisipasi tidak cukup hanya keikutsertaan saja,
keikutsertaan individu atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan juga harus

memiliki tujuan, sebab partisipasi publik merupakan manifestasi perilaku

68 pyrawadarminta.1982. Kamus Bahasa Indonesia: Jakarta

69 1bid.

70World Resource 2002004, Environmental Governance. Whose Voice? Whose Ch@0662
1 1bid.
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seorang atau masyarakat dalam menunjukan peransyai sk2ngan harapan

yang ada di masyarakat untuk tindakan sosial dalam tujuan teftentu.

Menurut John M. Cohen & Norman T. Uphoff terbagi menjadi empat

jenis partisipasi sebagai bentuk mekanisme pelibatan publik diantaranya :

1. Partisipasi dalam pembuatan leputusan

Partisipasi dalam pembuat keputusan secara spesifik merupakan
jenis partisipasi yang terfokus pada pemunculan gagasan dalam
memformulasikan, mengumpulkan berbagai alternatif dan menentukan
pilihan dari alternatif tersebut. Setelah alternatif tewuseterpilih,
kemudian diformulasikan dalam bentuk perencanaan yang sesuai
dengan alternatif terseb{#. Dengan kata lain partisipasi dalam
pengambilan keputusan berkaitan dengaput terhadap rencana
program dan kebijakan. Menurut Cohen dan Uphoff, putaikis dapat
mendapat kesempatan untuk memberi masukan. Proses téesbagit
menjadi tiga :

Pada proses pertamtitial Decision merupakan proses
pengambilan keputusan pada tahap perencamaamnam Serngkali
anggota masyarakat tidak ikdisertakandalam proses pengambilan

keputusan pada tahap itu karena umumnya program telah ditentukan

2 Henry P. Fairchild. 1997. Dictionary of Social Sciences and Related Sciences, New Jersey,
Littlefield Adam & Co

73 John M. Cohen & Norman T. Uphoff, Participations Place in Rural Development Seeking Clarity
Through Specificity, World Devefament, Vol. 8, Perganon Press. Hal. 231
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dari atas, mulai dari penentuan masalah, pendekatan pemecahan
masalah, sampai cara pemecahan masalah yang dipakai
SelanjutnyaOn-Going Decisioradalah pengambilan gatusan

yang dilaksanakamselama proses pembangunan berjalan. Tahap itu
memberi banyak kesempatan kepada anggota masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputugang di eksekusi oleh
pemerintahf®

Dan tahap terakhir adalah formuldaiam bentulperencanaan yang
sesuai dengan alternatiflapangan ataWperational Decision yang
lebihkepadgengorganisasian pelayanan yang didirikan oleh program,
bagaimana cara pengoperasiannya, ss&gg@a Yyang harus
mengoperasikan dan memelihara bangunan atdwahg dihasilkan,

prosedur pertemuan, dan ldain.”

. Partisipasi dalam implementasi

Partisipasi dalam implementasi, adalah sebuah bentuk
partisipasi masyarakat dalam pelaksanpggramdengan tiga cara
utama. (1) Menyumbangkan sumberdaya manusia atadab (2)
terlibat langsung dalam usabhaaha penataan dan koordinasperti
pencatatan, pelaporan, dan berbagai kegiatan administratif la{Bhya,
dan partisipasi masyarakat dalaerlibat langsung dalam program

kegiatanyang dilaksanakaff. Sama halnyalengan partisipasi dalam

4 1bid.
7S bid.
78 |bid.
7 bid.
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pembuatan keputusan, partisipasi dalam implementasi juga merupakan
input sebagai kontribusi secara langsung baik dari segi sumberdaya,
usaha penataan dan koordinasi, dan usaha terlibat langsung dalam
program yang menunjang implemasi kegiatan.
3. Partisipasi dalam keuntungan

Partisipasi dalam keuntungan, adalah bentuk partisipasi yang
dimana terdapat keterlibatan seseorang dalam program karena ada
keuntungan langsung yang diperoleh baik material, sosial, maupun
pribadi’® Jenis par8ipasi ini adalah bentwutputdari sebuah program
yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah bentuk mekanisme pelibatan
publik agar menjadi efektif dan berkelanjutan. Keuntungan material
adalah keuntungan yang dapat berupa peningkatan penghasilan,
kemudahandalam mendgatkan pelayanan, diKeuntungan kedua
yakni bersifat sosial yang pada dasarnya adalah keuntungan yang
dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dan Keuntungan terakhir
adalah keuntungan yang bersifat personal yang dapat berupa kepuasan
pribadi karena berpartisipasi dalam suatu kegiatan, mendapatkan
wewenang atau kekuasaan dari kepartisipasiannya, meningkatkan rasa

percaya diri, dan sebagain{a.

78 |bid.
9 bid.
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4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi, merupakan bentuk partisipasi
masyrakat dalam mengawasi jalannyaprogram yang sedang
berlangsung. Bentuk evalsiani dapat secara langsung sgpdalam
forum formal yang mengikut sertakan masyarakat, atau secara tidak
langsung dengan cara pendekatan yang bersifat pribadi (informal) baik
melalui kelonpok ataupun perorang&h.Kesempatan melakukan
evaluasijarang sekali diberikan kepada masyarakat, walaupun mereka
dapatmelakukannyaPada fakta dilapangabahwa adanya laporan
yang bersifat informal mengenai jalannya kegiatan, tulisdsan
dalam surapembaca dari suatu media massa, dan berbagai bentuk
protes lainnya adalah merupakan salah satu petunjuk, bahwa
masyarakatmampu da telah melakukan suatu bentuknpgaian

terhadap suatu program kegiafan.

2.3.2 Demokrasi Deliberatif
Habermasnendefinisikan Déberasi adalah suaprosedur demokratis
yang memuat partisipasi aktif dari publik dalam berbagai sektor politik seperti
proses pengambilan keputusan, proses legislasi hingga pemilihan &mum.
Namun dalammengukur tingkatdari delibeasi tersebut, dapat ikt

berdasarkanpartisipasi aktif yang berkaitan pada proses sosial melalui

80 John M. Cohen & Norman T. Uphoff, Participations Place in Rural Development Seeking Clarity
Through Specificity, World Development, Vol. 8, Perganon Press. Him. 232

81 |bid.

82 Habermas,J., 1996. Between Facts and Norms: Contributions to adiscourse theory of law and
democracy. Cambridge: The MITPress.
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pembentukan opini sebagai kontrol terhadap institusi p8fiikalam konsep
tersebut Habermas juga menjelaskan bahwa terdapat institusionalisasi nilai
nilai yang mampu mendistrisikan suatu keadilan kepada selustdékeholder
melalui lembaga perwakilan dengan mekanis@ieck and balanceserta
adanya pengawasan yang saling terkait dan mekanisme untuk memeriksa dan
mengevaluasi kekuasaan agar berjalan dengan baik dalam ruangudi&kur

Kemudian Rawls dalam pemikirannya berpendapat bahwa deliberasi
sangat penting dalam aspek hukum secara khusus dan aspek kehidupan
manusia secara umuihDari logika tersebut, telamendefinisikanbahwa
deliberasi adalah bentuk dari manifestasi gablic reasoningyang kerap
disebut sebagai suatu kedaulatan yang rasoinal bagi publik, yang kemudian
memiliki makna partisipasi masyarakat untuk bertukar pendapat, berdiskusi
mengenai pandangan, serta berdialog tentang preferensi dan opini yang
berkaitan tehadap masalamasalah yang terjaé.

Secara umum, Rawls telah menekankan delibesabiagaisuatu
definisi dari bentuk partisipasi antar dialog dari banyak pihak yang terlibat.
Dengan kata lain, pemerintah daerah menjadi aktor yang krusial untuk
mewujudka kesempatan yang seldassnya bagi keterlibatan dari banyak

pihak untuk merespon suatu konffikAgar tidak terkesan adanya intervensi

83 |bid.
84 |bid.
85 |bid.
86 Rawls,J., 2005. Political Liberalism Expanded edition. New York: Columbia University Press.
87 | bid.
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berlebih, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mewujudkan keikutsertaan
banyak pihak dalam menyelesaikan konffik.

Dalam demokrasi yang deliberatipperaturandibentuk melalui ruang
diskursusdan konsultatif.Oleh karna itunal pertama yang harus dilakukan
adalah menciptakan ruang diskursus. Ruang tersebut akan menjadi ruang dua
arah dengan adanya diskusi timbal balikssa rasional dan emansipatdfis.
Ruang diskusrus kemudian juga harus melibatkan banyak aktor yang terlibat
dalam konflik, baik yang mendukung rancangan peraturan ataupun yang tidak
mendukungnya. Argumeargumen rasional dapat diperoleh dari debat dan
diskusi terkait sebuah mekanisme dan rancafgdebat publik ini harus
diselenggarakan untuk dapat menerima argumen rasional dari masyarakat.

Dalam pandangan Habermas, konsep deliberasi adalah prosedur sebuah
keputusan dapat dihasilkan. Dengan kata lain, aebkonsensus atau
keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau
diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya olekpipdiak
yang terlibat langsung dengan isu tersebut dalam posisi yang datatanpa
tekanan pihak laiftt Konsep tersebut ingin meningkatkan intensitas partisipasi

warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan

88 |bid.

8 Wimmy,H., 2014. Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam
Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif.

% Cahya Fahadayna. Adhi. 2018 , Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era
Reformasi. Lampung: C\Anugrah Utama raharja, him 16

' Candr a Kus uma, “Demokr as.i Deliberatif di Er a
Konstituen’ di Kabupaten Bandung?”, tesis pada De
IImu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2042). 38.
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peraturanyang dihasilkan oleh pihak yangemberikan perintalsemakin

mendekati harapan pihak yang diperintah.

2.3.3 Partisipasi Publik yang Deliberatif dalam Kebijakan 3R

Initiative Bank Sampah Malang

Pengelolaan sampadalahpersoalan lingkungan global yasgmpai
saat ini masih terus berkembang dan telah menjadi masalah global bagi umat
manusia dan lingkungan. Adanyamngdatan produktivitas ekonomi global
mendorongperkembangarbudaya konsumtif baik di negara maju maupun
negara berkembarggmakin tinggiHal ini menyebabkan produksi sampah dan
limbah dari hasil produksi industri maupun konsumsi masyarakat global

menuntut prhatian yang serius dari berbagai pihak.

Pelibatan publik dalam tanggung jawab pengelolaan lingkungan
merupakan dah satu terobosan badalammendorong universalisasi norma
lingkungan dalam skala global yang terbukti dari beberapa forum internasional
yang memfasilitasi negar@egara untuk mempersiapkan kebijakan yang
mendorong terciptanya ekogm 3R dalam pengelolaan sampah hingga dalam

skala lokal.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian tentang
partisipasi publik terhadapnisiatif kebijakan lokal dalam @Bnajemen
pengelolaan sampaKota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat
kota ini merupakan salah satu kota percontohan bagi inisiatif kebijakan

pengelolaan sampah melalui prinsip 3R di Indondsédijakan pengelolaan
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sampahyang ada di Kota Malang mengacu pada sistem pengolahan sampah
nasional yang dimuat dalam UU No. 18 tahun 2008 yang kemudian turun ke
tingkat daerah dalam PERDA Kota Malang No. 10 tah@d02tentang
pengelolaan sampabh.

Gagasan pendirian Bank Sampah di Kdtdang dicetuskan oleh DKP
yang kini telah tergabung dalam DLH, difah dipelajari dan dikaji terlebih
dulu sebagai bentuk penyempurnaan pelibatan publik dari paguyuban kader
lingkungan Kota Malang. Pendirian BSM tersebut berbentuk koperasi
fungsional yag memiliki AD/ART dan pada akhirnya resmi berdiri pada tahun
2011 sebagai bentuk inisiasi publik yang sejalan dengan prinsip 3R yang ada
pada kebijakan pemerintah.

Partisipasi publik merupakan hal yang sangat krusial dalam praktek
manajemen pemerintah dah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai
pemangku kebijakan lokal khususnya dalam pengelolaan sampah dipandang
strategis, karena menyangkut pelaksanaan fungsi utama pemerintah daerah
dalam memenuhi kebutuhan publik. Dengan tingkat partisipasi pydbiil
baik akan menciptakalegitimasi, meningkatkan kredibilitas dan efektivitas
proses pengambilan keputusan

Dalam nelihat tata kelola lingkungan, pemerintah selaku pembuat
kehjakan adalah aktor formal yang akan menentuktakelola pemerintahan
yang baik atauGood GovernanceKeputusarkeputusan tersebut ditentukan

dari bagaimana pemerintah menciptakan sarpeagambilankeputusan

92 bid.
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berdasarkan partisipasi dari aktor yaedibat dalam tata kelola. Partisipasi
publik sebagai salah satu unsur pentiaach pembuatan tata kelola yang baik,
perlumenciptakan mekanisme pelibatan dalam pengamkdpatusanproses
implementasi, keuntungan, hingga evalualamun partisipasi publik yang
efektif juga rlu adanya ruang diskursus sebagadtian komprehengifan
praktis yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, desain, dan analisis
sistem tata kelola lingkungasecara rasional yang disebut dengan cara yang

deliberatif.
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2.4 Alur Pemikiran

r

\_

Misi pengelolaan sampah Indonesia yang dimuat dalammig&ive

mempunyai program Bank Sampah sebagai prognaggulardalam mengatasi
permasalahan sampah glah&btaMalang adalah kota percontoan Bank
sampabh di Indonesia namun, memitikigkat partisipasyang terbilang masih

cukup sedikit dengan hanya 10% dari total warga Kota Malang.

J
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2.5Argumen Utama

TercapainyaEnvironmental Governancedalam 3R Initiative di
Indonesia tidak terlepas dari peranan Bank Sampah yang merupakan salah
satu program unggulan Indonesia dalam 3R Forum dan Deklarasi HaNoi
mengenaiReduce,Reusalan Recycle.Pelibata publik dalam tanggung
jawab pengelolaasampahmerupakan dah satu terobosan baru yang
mendorong universalisasi norma lingkungan dalam skala gldtata
Malang yang merupakan kota percontohan bank sampah sudah perlu di
apresiasi dengan tingkat partiagd publik yang cukup baik dalam han
sampah yang ada di Indonesia.

Pelibatan publik yang ada pada Bank Sampadlakty terdapat
mekanisme yang perlu diperhatikan yakndalam partisipasi dalam
pembuatan keputusan, partisipasi dalam implementasi, partisiglasn
keuntungan, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi merupakan salah
satu elemen dari tata kepemerintahan yang baik. Mekanisme partisipasi
tersebutmengacu pada kebijakan dBeraturan daerah Kota Malang No 10
tahun 2010 dan UU No 18 tahun 2068tang pengelolaan sampsdbagai
acuan utama dalam standaisiasi 3Ryangpartisipatif Kemudian dalam
pelibatan tersebut khususnya dalam partisipasi pembuatan keputusan dan
evaluasiperlu adanya ruang diskursus agar menciptakan keputusan yang
rasionaldan kolektif agar mencapai resolusi kepentingan bersama dalam

mencapaBR Initiative.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenangatam konteks
sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam
dengan fenomena yang ditefiti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang
digunakan untuk mencari data atau fakta yang mendukung analisis penulis
dalam penelitiaf? Data yang telah diperoleh kemudian akan disusun dan
dianalisa oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian untuk memperoleh fakta
mengenai mekanisme pelibatan publik dalam Bank Sampah Malang sebagai
bentukEnvironmental Governancgalam3R Initiative.Fakta da data yang
diperoleh ini kemudian akan digunakan penulis untuk menguji atau
mendukung argumen utama penulis sebagai jawaban yang valid dan untuk

menjawab rumusan masalah.

3.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Penelitian ini difokuskan kepada partisipabiik dari
Bank Sampah Malan@ada penelitian ini, penullmemfokuskan waktu sejak
DLH menjadi SKPD yang membina BSM sejak tahun 2017 hingga tahun

2019 Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang yang mana merupakan Kota

9 Herdiansyah, H. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Hiimu Sosial. Jakarta: Salemba
Humanika

94 Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, jakarta: Rineka Cipta,
hal.3.
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percontohan Bank Sampah sebagai mogunggulan Indonesia dalaBiR
Initiataive. Fokus penelitian ini dari segi aktor, penullis melihat partisipasi
bank sampah menurut perspektif dari DLH, BSM, Bank Sampah Unit, dan

penggerak PKK yang merupakan informan penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi
pustaka. Tujuan peneliti dengan menggunakan kedua cara tersebut untuk
membantu mendapatkan data primer dan data sekunder. Sumber data primer
yang dimaksud merupakan sumber data yang langsuemberikan data
kepada penelif® Dengan demikian hasil dari pengumpulan data melalui
wawancara akan menjadi data primer. Sedangkan sumber data sekunder adalah
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dengan
teknik studi pustaka. Dlalam melaksanakan metode dokumentasi ini penulis

menggunakan buku, jurnal, catatan ataupun data melalui via intérnet.

1. Wawancara
Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur sebagai data
primer dengan tujuan untuk menemukan permasalahan sebdrdaeuka,

dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat dan idéiyguan dari

% |skandar. 2009. Metode Pertiein Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum,
Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat. Jakarta: Gaung Persada.
% Ibid.

97 Sugiyono. 2012Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Bandung: CV Alfabeta.
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wawancara adalah untuk memahami fenomena yang diteliti dari informan yang

bersangkutan.

Dalam melihat mekanisme pelibatan publik Bank Sampah Malang,
peneliti melakukan waancara dengan beberapa informan. Berikut merupakan

informan yang di wawancar oleh peneliti :

Tabel 2 Informan Penelitian

No Informan

1 | Rahmat Hidayat/ Kepala bidang kemitraanDinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang

2 | Saptd/ Kepalaseksi pengurangan dan kebersihan san

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang

3 | Tika / Direktur Bank Sampah Malang

4 | Mega / Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang

5 | Majid / Ketua kelompok Bank Sampamit (Kampoeng

Sukun)

6 | Siti/Ketua PKK RW 1 Tunggulwulung

Sumber. Diolah oleh penulis

2. Studi Pustaka
Studi kepusta&an merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan pengumpulan informasformasi yang relevan dengan topik dan dapat
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ditemukan di berbagai sumber, seperti buku, literatur, catatan, serta catatan
laporarf®. Sehingga sumber data berasal dapat laedasi, internet, jurnal,

artikel maupun surat kabar yang memuat kasus yang terkait.
Studi pustaka yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilimu Politik, Universitas
Brawijaya Malang.

3. Internet.

3.4 Teknik Analisa Data
Analisis data adalah sebuah serangkaian proses mengurai dan mengolah
data mentah menjadi data yang dapat ditafsirtkan dan dipahami secara lebih
spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang s&tasil dari analisis
data yang baik adalah data yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama serta

tidak bias atau memunculkan perspektif yang berBeda.

Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan analisis
interaksional menurut metode analidstaMiles & Hubermanyakni reduksi

data terhadap hasil transkrip wawancara yang telah di verbatim.

1. Reduksi Data

98 Mohammad Nazir, 201 Metode PenelitignJakarta : Ghalia Indonesia, him 2.
99 1hid.
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Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan,
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang berasal
dari catatatapanganPenulis mereduksi data dengan merangkunm-diztiz
yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian. Kegiatan
mereduksi data dilakukan secara temmsnerus selama penelitian ini
berjalan dan disusun secara sistematis agar penelitiprigesaruktur,

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu upaya untuk penyusunan informasi
dan nmenginterpretasi datdata yang telah dikumpulkan untuk menjawab
rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan menyajikannya
sebagai pembahasddengan penyajian data, sangat dapat membantu untuk
menganalisis data kualitatis yang valid.

3. Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya menuruMiles & Huberman dalam
menganalisis data adalah dengan memulai mencari makna data yang telah
terkumpul. Setelah itu peliti mencari arti dan penjelasannya, serta
menyusun pola hubungan tertentu kedalam kesatuan informasi yang mudah
dipahami dan ditafsirkan. Data yang telah disusun kedalam suatu kesatuan,
kemudian dikategorikan sesuai dengan rincian masalah. Data teakabut
menjadi mudah untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari suatu

permasalahan yang diangkat.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan merupakan proses siklus

yang interaktif. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan teori
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dan korsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan
diteliti. Teori yang berkaitan dengan partisipasi publik melalui Bank Sampah

Malang.

3.5 Sistematika Penulisan

BAB | (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini, penulis menjelaskan urgensi dan anomali yang
melatarbelakangi judul penelitian dan penyajian data sebagai validasi
informasi pendukung sehingga pembaca dapat memahami permasalahan dari
penelitian ini. Penulis juga menjabarkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat
penelitian sehingga pembaca juga dap&mahami ekspektasi yang ingin

dicapai penulis dalam penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

BAB Il (KERANGKA PEMIKIRAN)

Penulis menjelaskankerangka pemikiran penelitian yang menjadi
konsepyang digunakan dalam penelitian ini yapartisipasi publiklohn M.
Cohen & Norman T. Uphofintuk membangun dasar alur pemikiran dalam

menjawab permasalahan penelitian. Pada bab ini, penulis juga menyajikan
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operasionalisasi konsep sebagai pedoman penullamdanenganalisa

permasalahan penelitian ini serta argumen utama.

2.1 Studi Terdahulu

2.2 Kerangka Konseptual

2.3 Operasionalisasi Konsep

2.4 Alur Pikir

2.5 Argumen Utama

BAB IlIl (METODE PENELITIAN)

Di dalam bab ini, penulis memaparkan metode penelitiamg ya

digunakan untuk menjawab runausmasalah dari penelitian .ini

3.1 Jenis Penelitian

3.2Ruang Lingkup

3.3Teknik Pengumpulan Data

3.4 Teknik Analisis Data

3.5 Sistematika Penulisan

BAB IV (GAMBARAN UMUM)

Dalam bab initerdapat penjelasan gambaran unarkait topik yang
ada. Kemudian dalam bab ini terdapat penjelasan terkaiahghng berkaitan

dengan pembahasan topik yang penulis teliti.
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BAB V (PEMBAHASAN)

Penulis akamrmencobaberusaha untuk meagliakan jawaban terkait
rumusan masalahengenai meknismepelibatarpublik BankSampah Malag
yang berdasarkan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang

dimiliki oleh penulis.
BAB VI (PENUTUP)

Dalam penutup penulis akan memberikan kesimpulan berupa
pernyataan antara kesesuaian hasil pambahasan dengargumenyang
telah dipaparkadi bab sebelumnydan saran dari studi kasus dan konsep yang
penulis gunakan untuk penelitian ini sebagai batu loncatan untuk penulis lain

yang ingin meneliti permasalahan serupa.

41



BAB IV
TATA KELOLA BANK SAMPAH MALANG
4.1 Global 3R Initiative

Aspeklingkungandalam sebuah pembangunan berkelanjotanjadi
salah satu perhatian yang sangahtpmg, dan sampah adalah bagidari
permasalahan lingkungan global yang belum terselesaikan. AgemdaR
Initiative (Reduce, Reduce, Recyclég¢lah diluncurkan pada Konferensi
Tingkat Menteri mengenai inisiasi 3R pertama kali di Tokyo, Jepang, pada
bulan April 2005, dengan tujuan untuk menciptakan pola konsumsi dan
produksi global ke arapembangunan yang berkelanjutdhKonferensi ini
adalah lanjutan dari KTTSea Island Summdi mana negaraegara G8
sepakat untuk membentuk 3R Initiative pada tahun Z¥)¥ggai bentuk untuk
mengembangkan kapasitas 3R di negagara berkembang, dan mendorong
kolaborasi antastakehol@r yang terlibat dalam pengelolaan limb'8h Pada
KTT G8 yang diadakan pada bulan Juni 2004, Perdana Menteri Jepang
Koizumi mengusulkari3R Initiative” dalampertemuan menteselanjutnya

untuk meluncurkan prakarsa 3R di Tokyada 2830 April 2005102

Konferensi pertama tersebut dihadiri oleh negara dan organisasi

internasional dengan bertujuantuk berbagi informasian pendapaentang

100 wWebsite Resmi UNCRDttp://www.uncrd.or.jp/index.php?menu=3Bfakses pada tanggal 10

September 2019

101 |pid.

02 Website Re s mi Ministry 3 fR Rrevwiyrcd eme nltn d elxa
http://www.env.qgo.jp/recycle/3r/initiative/en/index.htMiakses pada tanggal 10 September 2019
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kegiatan 3R yang relevan yang dilakukan oleh setiap né§aielalui diskusi

di tingkat menteri tersebut, terdapat beparautput yakni :

e Perumusan dan implementasi visi serta strategi yang mengarah ke
bahan produksi yang dapat dikelola secara berkelanjutan;

e Pengurangan hambatan terhadap arus barang dan bahan dalam
perdagangan internasional,

¢ Kerja sama antara negara majun dzerkembang; kerja sama antar
stakeholder sertamembahas inovasi dan teknologi yang cocok untuk

penerapan 3&*

Hasil dari pembahasan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan
bersama dari semua pihak yang terlibat dan setiap negara juga telah sedia untuk
berkomitmen dalam tujuan global khususnya pada pola produksi dan konsumsi
yang berkelanjutatf® Selain itu,terdapat kesepakat®ahwa hasil konferensi
harus dimasukkan ke dalam pertemuan KTT G8 di Gleneagles di Inggris pada
Juli 2005, dan dibagikan kepadaasyarakat internasional melalui berbagai
forum 1% Dalam pembahasan dan perancangan strategi 3R tersebut, kemudian

terdapat beberapa agenda pembahasan selanjutnya yang dilaksanakan secara

103 bid.
104 bid.
105 hid.

6 Website Re s mi Ministry of3 R Enlvrirtoinanteinit e ”

http://www.env.go.jp/recycle/3r/initiative/en/results/01.htBibkses pada tanggal 10 September
2019
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berkala pada tahun 20@®07 dengan tujuanntuk memberikan input untu

KTT G8 selanjutnya pada 200&perti pada gambar berikut :

Gambar 2 Alur prakarsa 3R Forum
Senior Officials Meeting 3R Initiative: Maret 2006 di Tokyo
Di s kusi tentang “ 1 nmpalseinmegn tnaesgi a r:
“1 mpl ement asi Il nternasional 3R (
produk terkait 3R).

South Asia 3Rs Expert Workshop: Agustus 2006 di Katmandu

Diskusi di antara para ahli pengolahan sampah tentang isu-isu regional yang
relevan dengan kebijakan tentang 3R untuk 10 tahun mendatang

Asia Conference for 3Rs Promotion: Oktober 30-1 November 2006 di Tokyo
Di-host oleh MOEJ

3R Strategi Nasional, limbah organik, limbah medis, limbah elektronik,
Pergerakan daur ulang lintas negara, Pusat pengetahuan tentang 3R
(Database Informasi tentang 3R)

South East Asia 3Rs Expert Workshop:
International Maret 2007 di Bangkok

Workshop on the 3R:

2007 di Jerman ADB 3Rs Asia Workshop: Mei 2007 di
Tokyo

Senior Officials Meeting on the 3R Initiative: Maret 2008 di Tokyo

@t G8 2008 TCD

Sumber. Dokumen 3R Initiative Institute of Global Environmental Strategies (IGES)
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Kemudian ada tahun 20093R Forum pertama diselenggarakan di

jepang bersama dengan 15 negara Alsia 17 Organisasi Internasiol¥al

yakni :

Tabel 3 Peserta 3R Forum pertama di Jepang tahun 2009
No Negara Organisasi Internasional
1 | Bangladesh Asian Development BanRDB)

2 | Brunei Darussalan| Asian Institute of Technolod@AlT)

3 | Cambodia Asia Pacific Forum for Environment ar
DevelopmenfAPFED)

4 | Tiongkok Asian Productivity Organizatio(APO)

5 | Indonesia Basel Convention Regional Coordinating Cen|

for Asia and the PacifitBCRC China)

6 |Jepang Global Environment FacilityGEF)

7 | Korea German Agency for Technical Cooperat(@T2)

8 | Laos Institute for Global Environmental Strategie
(IGES)

9 | Malaysia International Labour OrganizatioilLO)

10 | Mongolia Organisation for Economic Coperation and
Developmen(OECD)

11 | Myanmar Japan International Cooperation Agen@ICA)

12 | Filipina Secretariatof the Basel Conventiqi$BC)

107 |pigl.
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13 | Singapura United Nations @ntre for Regional Developme

(UNCRD)

14 | Thailand United Nations Department of Economic 34

Social AffairsflUN DESA)

15 | Vietnam United Natiors Environment Programm@&NEP)

16 United Nations Economic and Social Commisg

for Asia and the PacififUN ESCAP)

17 United Nations Industrial  Deelopment

Organization (UNIDO)

Sumber. Dokumen 3R Initiative Institute of Global Environmental Strategies (IGES)

Forum tersebut bertujuan untuknengaalisa sebuah kebijakan
bersamagdengan diadii para pakar danvaste managemegtangikut serta
dalammembantu negaraegara berkembardj Asia Paifik untuk mengatasi
pengelolaan pola produksi dan konsurbsirkelanjutart®® Bantuan yang
diberikan bersifateknis untuk mengembangkan strategi 3R nasideafjan
proses yang sangat partisipatif dan konsulthtifforum 3R yang pertama kali

diselenggarakadi Jepangersebut®

3R Forumdilakukan secara berkala setiap tahunnyarena masih
banyak kekurangan dalam strategi nasional setiap negara dalam segi kebijakan,

program, dan infrastruktur terhadap inisiasi 3R yang baiknggskemudian

108 Tokyo 3R Statement Towards the Establishment oRébgional 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Forum in Asia
109 pid.
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setiap negaraisa melaporkan pengelolaan limbah dengan konsep 3R setiap
tahun'!® Agenda tersebut menekankan untuk mengurangi eksploitasi terhadap
kepentingan konsumsi dan produksi khususnya pada permasalahantfitnbah.
Perlu adanya kesadaran terhadap pola konsumsi terskttain skala
internasional, Konsep 3R adalah salah satu strategi global yang kemudian
bertujuan untuk reduce yakni, mengurangi jumlah sampalReuse
menggunakan kembali produk yang bernilai gdaa Recyclingadalah untuk

mendaur ulang sampagar menjdi produk baru yang bernilai gu.

Kemudian pada bulan Maret 2013prém 3R Regional Keempat
diadakan di Ha Noi, Vietnam bersama deng@megaranegara AsigPasifik
yang telah bergabungalammengembangkan langkddéingkah dan program
untuk mempromosikarBR dan seperangkat indikator untuk memantau
kemajuanspesifik tata kelola lingkungadari tahun 2012023 Dalam
deklarasi tersebut kemudian melahirkan sebuah komitmen yang dirangkum
dalamHa Noi 3R Decl aration - Sustainable
f or 2 0 dehgar?bersifat tidak mengikdgpat diikuti oleh setiapegara
negaradan dapatmenentukan target spesifik dan terukidrNamun, dalam
setiap indikator tersebut memilikadar tujuan bersama yang disepakati yang

dimuatberdasarkadokumenHa Noi 3R Declaratioragar bisaberfokus pada

110 bid.

111 bid.

112 Website res mi EnvindrignRBR/Waste “ Managemerit ,
http://www.uned.or.jp/index.php?menu=3Miakses pada tanggal 10 September2019

113 bid.

114 bid.
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3R di wilayah perkotaan/industri khususny&R limbah padat kotalan 3R
limbah industrj 3R di daerah pedesaan, 3R untuk jenis limbah baru3ian
dalam permasalahan isu sektdfalDari setiap dasar tujuan tersebut, telah

dikaji mendalam oleh para ahli dan kemudian termuat dalam 33 TBRIES

Sejakawal berdirinya forum tersebut hingga tahun 2014 yang mana
deklarasi Ha Noi dimulaterdapat sigrfikansi terhadap pengolahan sampah di
setiap negara yang membuat partisipasi negagara Asia Pasifik meningkat
dari sebelumny&!’ Signifikansi 3R mendapat pengakuan dari dunia
Internasional sehingga menjadi standar bersama pengolahan sampah secara
globd yang akan dadopsi bagi kebijakan negardBerikut adalah rangkuman

signifikansidari perkembangajika 3R dari setiap negaditerapkan!®

« Kebijakan dan program 3R menawarkan alternatif ramah lingkungan untuk
menangani generasi limbah yang semakimingkat dan dampaknya yang

terkait pada kesehatan manusia, ekonomi, dan ekosistem alam.

» Teknologi dan infrastruktur 3R menawarkan paket alat yang saling
melengkapi dan terintegrasi untuk memanfaatkan sumber daya, efeergi,

manfaat ekonomi dari limbah.

115 |pid.

118 |pbid.

17 bid.

118 pid.

119Website ResmiUNEP; To war ds a Green Economy: Pathways t o
Poverty Emwwwuneporg/greenecononBiakses pada tanggal 12 September 2019
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* 3R jika diintegrasikan secara efektif dalam kebijakan, perencanaan, dan
pembangunan secara keseluruhaakan menawarkan peluang unik bagi
otoritas kota, lokal dan nasional untuk menciptakan paradigma baru dalam
mencapai lingkungan perkotaan yang lebimuosiawi dengan secara efektif
mempromosikan efisiensi sumber daya dan pencegahan limbah sebagai

prioritas utama.

* 3R di sektor industri dan bisnis memberikan peluang berharga untuk
pengurangan sumber (peningkatan efisiensi sumber daya / meminimalkan
input bahan baku), pencegahan limbah / minimalisasi risiko lingkungan
melalui desain dan produk yang ramah lingkungan, dan proses produksi
terstruktur atau ditata ulang sehingga limbah satu industri menjadi input yang
bernilai bagi industri lainnya (simbiosisndustri). Setelah semua,
meningkatkan efisiensi sumber daya produksi juga akan menjadi penentu
utama bagi daya saing ekonomi dan bisnis di dunia kenaikan harga bahan baku

dan energt?°

Forum 3R Regional tingkat tinggi di Asia adalah platform strategis dan
bertujuan untuk berbagi pengalaman dan penyebaran norma lingkungan di
antara negaraegara Asia Pasifik dengan praktik terbaik, instrumen kebijakan,
alat, dan teknologi, dalam kaitannya dengan berbagai macam aspgék 3R.

Tujuan keseluruhan dari Forum 3R Rewb di Asia adalah untuk

120 | pid.

121 Website Resmi UNEP. ~ Gl obal Environmeint”. Outl o
http://www.unep.org/geo/pefgeo5/GEO5_report_full _en.pBfakses pada tanggal 13 September

2019
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menggerakkan mekanisme regional dalam mengatasi masalah lingkungan
khususnya sampah, berdasarkan kebutuhan dan prioritas di -negara
Asia, termasuk masalah sosial dan masalah yang muncul yang menjadi
perhatian. dalam pengelala limbah'?> Secara singkat, tujuan dari

keseluruhan forum ini adalah :

» eMfasilitasi dialog kebijakan tingkat tinggi tentang masalah, tantangan, &

peluang 3R;

« eMfasilitasi kerjasama bilateral dan multilateral dalam memajukan 3R dan

efisiensi sumber da di tingkat lokal, nasional, dan internasional;

« eNMyediakan platform strategis dan pengetahuan untuk berbagi dan
menyebarluaskan praktik, alat, teknologi, instrumen kebijakan terbaik di

negaranegara Asia tentang berbagai aspek 3R;

« eNyediakan platfion untuk membina jaringan kerja sama berldgss di
antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, komunitas
ilmuwan dan peneliti, sektor swasta, dan LSM dalam menerapkan tindakan dan

kegiatan 3R;

« eNfghasilkan konsensus dan pemahaimimnasional tentang aspakpek
menguntungkan dari 3R dan efisiensi sumber daya dalam konteks

pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi iklim; dan

122 pid.
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« eNyediakan platform untuk penyebaran strategi 3R nasional dengan tujuan
untuk mengarusutamakan 3R aal kebijakan, perencanaan, dan

pengembangan secara keselurutfan.

4.2  Pengelolaan Sampah di Indonesia
Sampah saat ini menjadi persoalan pokok di Indonesia, dengan

bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, gaya
hidup masyarakat, pemnbuhan ekonomi, dan kemajuan tekogi masyarakat
sehingga meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman
karakteristik sampatt* Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah
telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem penggéattan
dilakukan secara komprehensif dan terpgdGelain itu pengolahan sampah
diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha
sehingga perlu adanya Undabgdang noror 18 Tahun Q08 tentang
pengelolaan sampah yang merupakan langkah Indonesia dalam berkomitmen

pada misi pengelolaan sampah berbasi$*3R.

Dalam mengimplementasi 3R, Indonesia berkomitmen d&lanNoi

3R Declaratioryang dirangkum dalatmdonesia Country Rzer Analysipada

123 | pid.

124 Trihadiningrum, Y, 2010. Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka
Pencapaian MDGs. Fakutas Tekhnik Sipil dan Perencanaan Institut TekhnologhSémudumber.
Surabaya.

125 Hartanto. Widi. 2006. Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen.
Thesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas
Diponegoro Semarang

128 |bid.
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forum tersebut. Terdapategal Frameworkoleh Indonesia yang akan

diterapkan berupa kebijakan pengelolaan saftpghkni:

Gambar 3 Legal Frameworkpengelolaan sampah di Indonesia

Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 tahun 2008.
“"Mengenai Il i mbah padat
Prinsip Pembayaran Polluter & Prinsip Layanan Publik

Ubah paradigma:
limbah sebagai sumber daya,
Perbaikan TPA | | sosialisasi 3R, dan Extended Producer
Responsibility (EPR).
I

Target : Mengurangi volume sampah sebesar 7%/Kota

Pengembangan
Bank Sampah

Sumber. Country Paper Analysis Result of Ha Noi 3R Declaration 2014

Berdasarkan Legal Framework tersebut maka tercipta sebuah
mekanisme yang mengatur komitmen Indoaedalam penerapan 3R yang
hingga saat ini terus berkembang dari evalesaluasi dalam
penerapannys® Penggolongan sampah yang ada di Indonesja terdapat
beberapa jenis, yang dikutip oleh Hadiwiyoto dalam bukunya gaiagarkan
atas asal, komposishentuk, lokasi, proseterjadinya, sifat dan jenisnya,
yaknit?9:

Tabel 4 Jenis penggolongan sampah di Indonesia
Penggolongan sampah berasarkan asalnya :

1) Sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Termasuk dalam hal ini

sampah dari asrama, rumah sakit, hbtakl dan kantor.

127 Indonesian Country Paper AnalgdResult of Ha Noi 3R Declaration 2014
128 |bid.
129 Hadiwiyoto, Soewedo. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan ldayu.
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2) Sampah daridsil kegiatan industri/ pabrik.

3) Sampah dari hasil kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian me

perkebunan, kehutanan, perikanan, dan perternakan.

4) Sampabh dari hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar,

toko.

5) Sampah dari hasildgiatan pembangunan.

6) Sampah dari jalan raya.

Penggolongan sampalberdasarkan lokasinya :

1) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota besar.

2) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di da@aedah di lua

perkotaan misalnya diesa, di daerah pemukiman, di pantai.

Penggolongan sampah berdasarkaproses terjadinya :

1) Sampah alami, ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, m

rontoknya dauwdaunan dipekarangan rumah.

2) Sampah nowalami, ialah sampah yang terjagh karena kegiatakegiatan

manusia.

Penggolomgan sampah berdasarkan sifatnya :

a) Sampah organik, adalah sampah yang mengandung senyawas
organik. Karena itu tersusun dari unsusur seperti C(Carbon),

(Hidrogen), O (Oksigen), N (Nitrogen), m#ainlain. Baharbahan ini mudal
terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya,-daunan, kayu

kertas, karton, tulang, siséssa makanan ternak, sayur, buah.
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b) Sampah anorganik, adalah sampah yang mengandung senyawas
non organik. Sehinggsulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya, ke

kaleng, alumunium, debu, logalmgam, dan sebagainya.

Penggolomgan sampah berdasarkan jenisnya :

a) Sampah makanan (sis@a makanan termasuk makanan ternak).

b) Sampah kebun/ pekarangan.

c) Sampalkertas.

d) Sampah plastik, karet, dan kulit.

e) Sampabh kain.

f) Sampah kayu.

g) Sampah logam.

h) Sampah gelas dan keramik.

I) Sampah berupa abu dan debu.

Sumber. Buku Penanganan dan Pemanfaatan Sampah: Yayasan Idayu

Selain sampah berdasarkan jenisnya, sundanpahjuga dapat
digolongkan atas tiga kelompokaitu sampah berasal dari kegiatan rumah
tangga(domestic refusekegiatan perdaganggoommercial refusedlan dari

kegiatan perindustriafindustrial refuse¥y°:

1. Kegiatan rumah tangg®omestic refuse)merupakan sisa makanan, dan

peralatan yang suddiiak terpakai lagi dalam rumah tangga, sisa pengolahan

130Bahar, Yul H. 1986. Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: PT Waca Utama
Pramesti.
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makanan, bahan pembungkus, bermacam macam kertas, kain bekas, kaleng,

dan lainlain.

2. Kegiatan perdagangacommercial refuse)merupakan sampah yang
berasal dari tempaempat perdagangan sepep@sar, supermarket, pusat
pertokoan, warung, dan tempat jual beli lainnya. Biasanya sampah yang berasal
dari kegiatan perdagangan ini terdiri dari berbagai jenis, seperti bahan

dagangan yang rusak.

3. Kegiatan perindustriafindustrial refuse)merupakanampah yang berasal

dari kegiatan industri, jumlah dan jenisnya sangat tergantung pada jenis dan
jumlah bahan yang diolah oleh perusahaan perindustrian tersebut. Suatu
perindustrian biasanya membuang limbah dan sampahnya di sekitar

perusahaan tersebut. Metkgpatkan lingkungan sekitarnya tercertr.

Pada tahun 2019, dateang telah dipublikasikanoleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHIK)enyebutkan bahwjamlah rata
rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara
dengn 64 juta ton per tahud?? Berdasarkan laporannya kepada Presiden RI
Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
mengatakan jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik

yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plgatily mencapai 15

131 |bid.

132 parul Fatah ws w Indonesia produks.i 6 4 juta
https://indopos.co.id/read/2019/07/07/180601/wiodonesiaproduksi64-juta-ton-sampakper

tahun/Diakses pada tanggal 13 September 2019
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persernt3® Pemerintahsaat ini menyiapkan langkah agar sampah plastik itu
tidak mencemari lautan di Indonestd.Sebab menurut dia, setiap tahunnya
kesadaran masyarakat terus meningkat terhadap masalah sampah plastik di

Indonesia®®

4.3 Bank Sampahsebagai Pengelolaan Sampah Berbasis Masyaraldit
Indonesia

Strategi nasional kebijakan penanganamgah melalui program 3R
yakni pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah,
peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kena'*%a
Sedangkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan
bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan sampah
sampah dan penanganan samatPengurangan sampah yang dimaksud,
meliputi: pembatasan timbulan sampah, daungilsampah dan pemanfaatan

kembali sampaht®

Pengelolaan sampaberbasis komunitas melalui Bank Sampah,
pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, demgeama Bank Sampah Gemah

133 | pid.

134 1bid.

135 Erick Permana, “I ndonesi a hasilkan 67 Jut a t on
https://www.aa.cm.tr/id/headlinehari/indonesiehasilkan67-jutaton-sampakpada

2019/1373712Diakses pada tanggal 15 September 2019

136 Rudi Alwi, “Dasar Pengel ol aan Sdatip ah Ko
http://www.docstoc.com/docs/34499795/DafangelolaanSampdfota/ , Diakses pada tanggal

15 September 2019

137 1bid.

138 | pid.
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Ripah®*®Ide pendiriannyatercetus karena banyaknya kasus demam berdarah
di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiringgdarbanyaknya tumpukan
sampalt®® Setelahnya, daerataerah lain juga turut mendirikan Bank

Sampabh, dan dari waktu ke waktu perkembangannya maddimgkat 14!

Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan konsep Bank
Sampah di berbagai proviné?. Statistik perkembangan pembangunan Bank
Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 menunjukkan sebanyak 471
Bank Sampah telah berjalan. Dengan jumlah pergbebanyak 47.125 orang
dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai
perputaran uang sebesar Rp1.648.320.000,00 perfféilRada Mei 2012,
angka statistik ini meningkat menjadi 886 Bank Sampah, dengan jumlah
penabung sebanyak 84.68Bang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar
2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebBp3.182.281.000,00

perbulant**

Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 Bank Sampah di 56 kota,
yang tersebar di 19 provin$Ft Lebih dari dua juta kilogra sampah per bulan

yang berhasil diolah dengan adanya Bank SarntfSaebagai penabung,

139 Rizky Firmansyah, “I ndones i a Pencetus Pertama Bank
http://www.teknopreneur.com/dinamika/teknopreneurindongsizcetugpertamabanksampah
di(()]luniall-ll-20131522, Diakses pada tanggal 16 September 2019
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142 \Website Resmi Kemeritra n L i n g k u Bugua RrofillBank Sampah Indonesia 2013
http://www.menlh.go.id/proftbanksampakindonesia?013/,Diakses pada tanggal 16 September
2019
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masyarakat pun langsumgemperoleh keuntungan ekonomi dengan adanya
beberapa aktivitas pengurangan sampah yang telah dikembangkan di Indonesia
sebagai proyek percontohaBR di beberapa provinst/ Kementerian
Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih 525 fasilitas pengolahan

sanpah 3R pada periode 202014 148

Bank Sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan
lingkungan hidup yang semiakilama semakin dipenuldiengarsampabh, baik
organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan
semakin banyak masal&f.Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti
membuat sampah menjadi bahan yang berdtfiengelolaan sampah dengan
sistem Bank Sampah ini dillggkan mampu membantu pemerintah dalam

menangani sampah danirgkatkan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu
menangani pengolahan sampang adadi Indonesia. Tujuan selanjutnya,
untuk menyadarkan masyarakat akaghungan yang sehat, rapi, dan bersih.
Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang
lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang

memiliki nilai ekonomist>2Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan

147 1bid.

148 Website Resmi Kementrian Lingkungan HidGpF o » um Per t e muan 3R Asia Pa
Bahas Pe me c a hhttpd/wwsvanenth @ id/forumpertemuan 3r-asiapasifik-di_buka
bahaspemecahansampahDiakses pada tanggal 20 September 2019
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bertagai macam sampah yang telah dipisahpisahkan sesuai dengan jenisnya
untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah
akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu
dengan mengadopsi prinsip perbankadi penyetor samgh akan mendapat

buku tabungan®3

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan
hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat
akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang
ekonomis’> Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat adalah dapat
menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah
mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam
rekening yang mereka milikP> Masyarakat dapat sewakiaktu nengambil
uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak.Imbalan
yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang
berupa bahan makanan pokok sepgmla, sabun, minyak dan ber3s;
pembelian pulsa telepon gemgaisirik, pembayaran jasa layanan air bersih;

bahkan biaya sekolah, kredit kepemilikaardng, dan asuransi kesehatdn.

153 «“pengertian Bank Sampahhttp://bplh.gref.com/index. php/wastebank/s@ngertiarbank
sampah/Diakses pada tanggal 20 September 2019

154 | pid

155 | bid

156 Website Resmi BLH Kota BengkultBa n k Sampah, Bersama Membangun
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Sampaksampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan menjadi
beberapa jenis, misalnya: sampah organik, seperti potongan sayuranatau sis
masakan; mapun nonorganik seperti plastik, besi, dan latAt§ank Sampah
menetapkan harga beli untuk masing masing jenis sampah tersebut. Sampah
yang masih dapat di daur ulang seperti bahan organik dapat dimanfaatkan
untuk kompos tupun biogassedangan bahan nonorganik didaur ulang
menjadi berbagai perabotan seperti tas, sendal, dan lditfda beberapa
Bank Sampah yang mempunyai alat pengolah sendiri sé&penfposter, alat
pembuat pelet plastik, dsb, sehingga merekadapat menjual barang daur ulang
dengan harga yang lebih ting§?Meskipun demikian, ada juga Bank Sampah
yang hanya berfungsi sebagai pemasok bagi pengepul. Mereka bekerja sama
dengan pengepul yang rutin mengambil sampah bernilai ekonomis untuk

didaur ulang®?

4.4  Bank Sampah Malang
BSM adalah Bank Sampah yang diresmikan oleh Menteri Lingkungan
Hidup Bapak Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA pada tanggal 15 November
20111%2 Sebelum didirikannya BSM di kota Malang belum ada lembaga yang

menangani pengelolaan sampah dari hulu dan hilir atacarase
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keseluruhan/komprehensif dan berkesinambur@famdal ini disebabkan
belum adanya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang
memiliki nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkdtfgan.
Ada beberapa kelompok yang peduli lingkumgaerutama dalam pengelolaan
sampah tetapi belum ada suatu wadah/lembaga yang mendampinginya,
sehingga proses pengelolaan sampah tidak effektif. Pengelolaan sampah di
kota Malang dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah rd@erda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Sampa¥.
4.4.1 Sejarah Pendirian

Gagasan pengembangan Bank Sampah di Kota Malang muncul dari
Bank Sampah “Gemah Ripah” di Badegan,
Bambang Suwerda. Ide tersebut kelian dipelajari dan dikaji oleh DKP
untuk kemungkinan diterapkan di Kota MaldfiyPenerapannya dilakukan
dengan menggunakan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik
masyarakat Kota Malangwalnya pemerintah kota telah memiliki Paguyuban
Kader Lingkungan yang dibentuk oleh DKP, pada bulan Desember tahun

20107 Paguyuban ini telah ikut membantu melakukan sosialisasi tentang

163 |bid,
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lingkungan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan $&npah.
Sosialisasi dilakukan masih sebatas himbauan dan penyadaham, sampai

tahap implementasi secara menyeluruh. Para kader lingkungan telah

memperkenalkan metode 3R dalam pemilahan sampah kepada masyarakat.

Dalam satu tahun pertama telah terhimpun 16.000 Ké&ter.

Selanjutnya, pemerintah kota dan kader lingkungandm&an BSM
yang berbentuk kopernasingsional kader lingkungaredgan bentuk koperasi
dan memiliki AD/ART, lembaga lebih fokus pada misi sosial. Jumlah personil
BSM adalah 21 orang yang terdiri dari lima orang dari DKP dan 16 orang dari

masyarakat, dengaseriodisasi kepengurusan selama tiga tafitin.

Untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan keuntungan sampah
dengan adanya BSM, maka DKP membentuk tim untuk melakokad
assesmerke magarakat pada bulan April 2021 Tim ini pun aktif mengikuti
rapat kerjanasional bank sampah, seperti di Kota Yogyakarta dan sempat
magang di Kota Surabaya selama tiga HariBelajar dari survei dan
kunjungan kerja tersebut, BSM menyepakati 77 jenis sanypaly harus

diterima oleh BSM dngan mengetahui dan mempelajari aspgplek teknis
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dari beberapa Bank Sampah terdahulu, maka pada tanggal 12 Agustus 2011

Bank Sampah Malang resmi berdifi.
4.4.2 Aspek Kelembagaan

BSM merupakan lembaga masyarakat berbentuk Koperasi, dengan akte
notaris atas nama Yudo Sigit Riswanto, SH, NoSdiahun 2011 tanggal 12
Agustus 2011 dan pengesahan  Walikota  Malang  Nomor
518/18/35.73.12/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yaregrkidian diresmikan
oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 15 November 28Bentuk
kelembagaan BSM sudah sesuai dengan atyeary berlaku, meskipun
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
PelaksanaanReduce, Reuse, dan Recyadeelalui Bank Sampah baru
dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2012. Lembaga ini
dibentuk atas keprihatinamasyarakat bersama dengB#KP Kota Malang
(selaku instansi daerah yang bertanggung jawab terhadap masalah sampah),
Kader Lingkungan Kota Malang, dan Tim Penggerak Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota MalargSecara bersarrsama, mereka
segera tururke masyarakat, untuk mengajak dan menumbuh kembangkan
kepedulian sosial terhadap lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah

dan penghijauaff®

173 bid.
174 bid.
175 bid.
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Beridrinya Bank Sampah Malang terbentuk atas iniasi antara 3 pihak
yakni Masyarakat, Pemerintah serta Swaste yarlibat dalam palirian BSM
tersebut. Ketigatakeholdeitersebut cukup penting dalam melihat siapa saja

aktor dalam tata kelola sehijgy berdirinya bank sampah di Kota malang.

Gambar 4 aktor tata kelola BSM

Sumber. Diolah oleh penulis

Masyarakat yang terlibat yakni merupakan kader lingkunganihia
ibu PKK sebagai inisiator yang kemudian terus meluas meldlRW dalam
membentuk komunita¥! Kemudian dari sektor pemerintah yang terlibat
dalam pembentukan BSM adalah DKP Kota Malang yang dimana turut
menginisiasi berdirinya BSM mengingat tupo#tari lembaga tersebut sebagai
instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota
Malang!’® Namun, pada saat awal tahun 2017 telah berlaku Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang

Undang Nomor 23 tahun 2014tang Pemerintah Daerah, bahwasanya DKP

177 1bid.
178 |bid.
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harus dihapuskan dan badan tersebut akan termasuk dalam SKPD DLH
sehingga perangkat yang mengatur kebersihan dan persampahan akan menjadi
tanggung jawab DLH’® Sedangkan pihak swasta dalam pelaksanaan BSM
yang terliba adalah PT. PLN Distribusi Jawa Timur yang turut serta
memberikan fasilitas dan pendanaan (CSR), untuk mendukung berjalannya
operasional Bank Sampah ini. Selain itu, BSM diharapkan dapat menjadi
wadah dalam membina, melatih, mendampingi, serta memasaiksih
kegiatan pengelolaan sampah dari hulu, memanfaatkan sampah dengan prinsip
3R, dan membentuk perilaku menuju kota Malang yang peduli akan

lingkungan dan kebersiha#f.

BSM berjalan sebagai lembaga masyarakat,yang memiliki perangkat,
dan berbadan hukumogerasit®! Prinsip kegiatannya berlandaskan pada
gerakan ekonomi rakyat, dengan asas kekeluargaan. Salah satu prinsip
koperasi, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, serta
pengelolaan yang dilakukan secara demokmaii anggota kopradf?
Koperasi mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat pada
umumnya dan anggota pada khususfyaleh karena itu, sebagai usaha

meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi berusaha semaksimal

179 Wawancara, Sapto, Kepala seksi pengurangan dan kebersihan sampah Dahg, MAl
November 2019
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mungkin untuk bersifat dan berlaku atfit Koperasi juga meerapkan prinsip
kemandirian, dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain, dan tidak
bergantung, serta mengandalkan organisasi‘faiKoperasi berdiri sendiri
dengan membentuk struktur organisasi sendiri,untuk mengelola dan
menjalankan kegiatan aisanyat®® Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota dan masyarakat. Apabila BSM dapat menerapkan
sepenuhnya prinsiprinsip koperasi dalam menjalankan organisasnya, maka
secara kelembagaan, BSM dapat dinilai sebagai lembaga yang turut serta
mengelola persampahan, sekaligus melakukan upaya pemberdayaan

masyarakayakni anggota koperasi.

BSM sendiri memiliki struktur organisasi, yaitu terdiri da6 orang
anggota dan dari anggota tersebut adalah yang terlibat dalam koperasi BSM,
Sedangkan nabah, kelompok PKK, dan kader lingkungan bukan bagian dari
anggota koperasi BSM! Selanjutnya juga ada beberapa tenaga bantu swasta
yang diperbantukan untuk membardver-evert tertentu sepertivorkshop

atau seminat®®

184 Machfudz, Saelany dkk. 2010. Bepikir Besar dalam Koperasi. Pekalongan: PT Perintis Jasa
Grafika. HIm. 43
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Gambar 5 Struktur organisasi BSM

Direktur Pembina

Pemkot Malang

PLN Jawa Timur

’/ Administrasi & Teller

Rumah Tangga & Usaha I
Ll Keuangan I

Divisi
Pemberdayaan Divisi Operasional Divisi Produksi

dan pengambilan

Sosialiasi dan Penimbangan, Penggilingan /
Pelatihan Pemilihan, dan Cacah Plastik
Packing
Pengambilan ke | L——__——) Pengering dan
Unit BSM Proses bahan baku Packing

Sumber. Diolah oleh penulis

Jika dilihat pada gabar tersebut, Pemerintah dan pihak swasta (PLN)
berperan sebagai pembina. Dalam hal ini, Pemerintah turut mendukung agar
secara organisasi, BSM dapeerjalan dengan baik. Yakni memastikan BSM
dapat menjalankan kebijakan 3R dengan kdakam melakukan aktivitas
pnegelolaan sampdf® Sementara itu, pihak swasta mendukung secara
operasional, dengan memberikan dana di awal untwmmersiapkan
kelengkapan teknis serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin yang

dilakukan oleh PLN?°

189 oc. Cit., Tika
MR udi DasawRerfgelolaan Sampah Kdtdnttp://www.docstoc.com/docs/34499795/Dasar
PengelolaatbampakKota, Diakses pada tanggal 24 September 2019
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4.4.3 Aturan Hukum ( Rule of Law)

Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sangediagai bentuk tanggufawab
dari PEMKOTdalampenerapan 3R di Kota Malart} Kebijakan pengelolaan
sampah mengacu, empertimbangkan dan mensinkronisasikan dengan
kebijakan pengelolaan sampah provinsi dan kebijakan pengelolaan sampah
nasional berdasarkan pada Undabgpdang Nomor 18 tahun 208%
Mengingat permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sering terjadi
padasetiap kota, dampak yang ditimbulkan sangat besar pada kelestarian

lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malaegsebut, dijelaskan
mengenai paradigma baru dalam pengelolaan samaeddi§ma baru tersebut
untuk mengantisipasi jumlah gunungan spam di TPA Supiturang Kecamatan
Sukun!®® Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang
memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkdh Misalnya untuk energi,

kompos, pupuk ataupun bahan baku indd&tri.

Selain itu padaperaturan daerah Kota d&ng tersebut juga
menekankan bahwa masyarakat mempunyai peranan penting atas hak dan

kewajibannya dalam pengelolaan sampah. Sepertigssid 10 ayat 1lyang

191 |pid.
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menjelaskan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalerees
pengambilan keputusan, pefgmggaraan, dan pengawasan di bidang
pengelolaan sampaff Partisipasi publik menjadi hal yang krusial bagi
pengelolaan sampah di Kota Malang. Bukan hanya hak dan kewajibannya saja,
namundalam perda tersebut juga telah mendefinisikan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan sampah seperti yang tertera pada pasal 25 ayat 2 yakni:
a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;

c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa

persampahg

d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui
pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader

2

kader pengel®1laan sampabh.

Metode pengelalan sampah yang daksud adalah merupakan dasar
dari sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas lpakki sampahHal
tersebutnenunjukkan adanya komitmen tegas Pemerintah Kota Malang dalam
mengelola sampah sesuai dengan kaidah yateg pada 3RSeperti telah

dikemukakarsebelumnya, bahwa kelembagaan BSM berbentuk kopenagi

19 perda Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tegtRersampahan
197 | pid.
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partisipatif dengan berbagai macatakeholdelang terlibat dengan asasas

yang tercantum pada peraturan tersebut.

Selain itu, dalam mengacu standar pembuatan bank sampah nasional,
BSM mengikutistandar bank sampah yang telah ditetapkan padaturan
Mentri Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 mengenai mekanisme
pembentukan Bank Sampah Nasional. Mekanisme tersebut mengatur
operasional, teknis pelaksanaan, miléai dalam 3R berbasis komunit&.
Dengan kata lain, dalam aspek hukum, BSM menggunakan peraturan yang
telah ditetapkan pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan bank sampah

demi mencapai misi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R.

198 peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Bank
Sampah
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BAB V

PARTISIPASI PUBLIK DALAM BANK SAMPAH MALANG

Dalam b#& ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai mekanisme
pelibatan publik dalam Bank Smapah Malang. Penulis mengangkat topik untuk
menganalisa dengan menggunakan komsgpJohn M. Cohen & Norman T.
Uphoff mengenapartisipasi publikyang merupakan hagilrunan darbentuk
Good Governancerartisipasi adalah salah satu elemen penting beserta dengan
aspek hukum, dan aspek kelembagaan yang berisikan kolaborasi antara aktor
pemerintah, swasta, dan masyarakaf erdapat variabel yang akanngis
gunakan untukmendeskripsikan topik yang terdiri dari, partisipasi dalam
pembuatan keputus@perencanaan)mplementasi, keuntungan, dan evaluasi.
Dalam setiap variabel ini terdapat beberapa indikator yang akan penulis
gunakan sebagai acuan pengukuran dalam melakukalisia mengenai

mekanisme pelibatan publik

Khusus dalam variabel partisipagalam perencanaan dan evaluasi,
akan menghasilkan kesimpulan yang dapat penulis jelaskan yakni apakah
terdapat ruang diskursus yang dimaksud sebagai bentuk deliberatif dsimokra
dalam perencanaan keputusan ataupun evalymsg melahirkan nilanilai
sertakeadilan kepada seluruh lembaga dtakeholderyang terlibat dalam

BSM. Dengan mekanism@éheck and balanceserta adanya pengawasan yang

199 Asmawi Rewansyah.2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance (Bogor : CV
Yusaintanas Him 101
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saling terkait satu sama lain, agajuan dapat tercapai atas kepentingan

bersama&®
5.1 Partisipasi dalam Pembuatan Keputusardan Perencanaan

Jenis partisipasi ini dapat dikatakan sebagai tahap proses yang disebut
sebagainput terhadap rencana prograataukebijakan. Menurut Cohen dan
Uphoff, publik harus dapat mendapat kesempatan untuk memberi masukan
sebagai bentuk perencanadalam tiga tahapan yakimitial Decision, yang
merupakan inisiasi rancangan langkah awal sebelum dibentuknya prdgram,
On-Going Decisionadalah langkah kegiatgperencanaayang dilaksanakan
selama proses pembangunan berjdflarkemudian tahap terakhir adalah
formulasi dalam bentuk perencanaan yang sesuai dengan alternatif dilapangan
atau Operational Decisionyang lebih kepada tindakan pengorganisasian
pelayanan teknis yang didirikan oleh program, bagaimana cara
pengoperasiannya, siapmpa yang harus mengoperasikan dan memelihara

bangunan atau alat yang dihasilkan, prosedur pertemuan, ddaineitt

Partisipasi merupakan inti dari demokrasi, partisipasi tedkanelalui
proses mencapai kesepakatan bersama atau konsensus. Konsensus sebagai
hasil musyawaratmufakat lalu menjadi pedoman bersama, yang semula tidak

setuju, setelah musyawaratufakat menjadi ikut berkomitmen dan

200 Cahya Fahadayna. Adhi. 2018. Pematinidan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era
Reformasi. Lampung: CV. Anugrah Utama raharja, him 16

201 John M. Cohen & Norman T. Uphoff. 1980. Participations Place in Rural Development Seeking
Clarity Through Specificity, World Development, Vol. 8, Pergamress. HIm 232
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mendukung kesepakat&d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan tidaklah sematata hanya melibatkan masyarakat dalam

perencanaan proyek belaka.
5.1.1 Pemunculan Gagasardalam peraturan Bank Sampah Malang

Tahap Initial Decision, adalahlangkah awal dalansetiap program
ataupun kegiatan yang akan diterapkan dalam program BSM dengan
melibatkan partisipasi dari berbagai pihak seperti DLH, Pengurus BSM, serta
dengan nasabah BSM yang berisikan dari Bank Sampah UnithubRKK
serta anggota Kader Lingkungan Kota Malang dalam pafelenyaPada
taha@n ini bisa disebut sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk
rakyat?®* Sejak 2017, DLH yang ditugaskan oleh Pemerirata Malang
sebagai badan pembim@engelolaan sampah 3R paBank Sampalyakni

dibawah bidang{emitraan Dinas ingkungan Hidup.

Menurut paparan wawancara dengan kepadang kemitraan Dinas
Lingkungan Hidup, Rahmaenjelaskan bahwiaKP yang kini menjadDLH
memiliki tanggung jawaldalam perencanaan gagasan pemerintahan daerah

dengan mengikut sertakgartisipasimasyarakat.

“Seperti yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah No.45
tahun 2017 tentang partisipasi masyarakatengenai
penyelenggaram pemerintah daerah, bahwealaksanaan BSM
juga perlu masukarmasukan dalam pembeikan rancangan
kebijakan3R darikita. Seperti dulu waktawalawal berdirinya

203 Sembodo, Heru. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Universitas
Barawijaya. Malang. HIm 4
204 | pid.
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BSM itu jugadibantu Kader Lingkngan melalumusyawarah
membentukumusan haluan kerja bersasama;?®

Tahapan perumusan perencgaogramBSM dilaksanakan melalui
ketetapan Peraturan Mentri Lingkungan Hiddp 13 tahun 2012 mengenai
mekanisme pembentukan Bank Sampah NasionalRBertduran Daerakota
Malang No 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sam@ddasis 3Rang telah
diatur sebelumny&iklus perencanadteputusan selaldilakukan secara rutin
setiaptahunwalaupun pada pelaksanaannya hanya mengikuti rancangan tahun

sebelumnyg®®

DLH selaku SKBP mitra Bank Sampah bertindak sebagai fasilitator
dari perencanaakeputusan Walaupun BSM adalah koperasi yang berdiri
sendiri, DLH berperan sebagai mitra yadgpat mengawal kinerja bank
sampah berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah berbadsideBRut
Rahmat slain DLH, aktor lain yang terlibat dalam perencan&ahijakan
yakni adalah Bappeda Kota Malang selaku koordinator perencanaan daerah,
Dispenda KotaMalang, dan BPKAD Kota Malang selakukoordinator

penyusunan anggarat.

“Selain itu masgalam melakukan perencanaan bukan hanya dari
unsur pemerintahan saja, namun juga melibatkan masyarakat
sebagai subjek maupun objek dari kegiatan bank saif{fah.

205 wawancara, Rahmat, Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Malang, 14 Oktober
2019

208 | pid.
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Menguip dari wawacar&Rahmat beliau menjelaskan bahwa dalam

kebijakan 3R terdapahasukan dari msyarakat yang diwakili olepengurus

BSM. Namun apirasi dan masukatari nasabah, penggerak PKK, atau kader

lingkungan tidak secara langsung dalam ruang perumkshijakan karena

hanya pengurus koperasi dari BSM yang terlibat dan menjadi representatif dari

masyarakat dalam pembuatan kebijak&dhPerencanaaprogram tersebut

diselenggarakan dengan tidak memiliki jadwal khusus dan menyesuaikan

kebutuhan ketika dipkikan.

Perumusan perencanaan BSM disusun berdasarkan dari tahapan

tahapan dalam pembuataitial Decisionyakni :

Gambar 6 Tahapan Initial Decision BSM

Penyelidikan

Perumusan masalah

Identifikasi daya
dukung

Perumusan tujuan

Penetapan langkah-
langkah

Penetapan
anggaran

Sumber: Diolah oleh penulis

Perumusan perencanaan sangatlah penting

dilakukan,

sehingga

memiliki dampak besar dalam menciptakan pelibatan puiRkang baik.

209 _oc. Cit.,Rahmat
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Inovastinovasi dan program yang diinisiasikan oleh sestaieholdeharus

bisa terfasilitasi oleh pemerintah sebagai fasilitatddamun, pada
pelaksanaannyaetdapat beberapa program yang sebetulnya baik dalam
melakukan pelibatan publik nam sudah tidak bisa terlaksana sacar

berkelanjutan hingga sekarang.

“Dulu waktu tahun 2014, l omba 1ingk
menjadi kegiatatkegiatan yang menarik minat warga di daerah

sekitar sukun sini, gargara insentif darlomba lingkungan di

tingkat RW, lomba lingkungan menjadi kegiatan tahunan yang

selalu dPnantikan.?”

Berdasarkan hasil wamcara penulis dengdiajid, ketua kelompok
dari Bank Sampah Kampoeng Sukunenberian insentif bagi pengelolaan
sampah berbasis masyaraka¢njadi kegiata pelibatan publik yang sangat
efektif. Menurutnya, warga ingin berpartisipasi dalam bank sampah bukan
hanya karna keuntungan ekonomis, namun ada rasa kekeluargaan yang
membuat warga ingin berpartisipasi dalam bank sampah sepelaiui
berbagi lomba, paghargaan dan insentif daerlihgkungan percontohafi?
Menurunya, hal tersebut adalah bentuk inisiasi dan gagasan program yang
sangat baik dalam partisipasi publiknisjenis lomba lingkungan yang pernah
dilakukan di kota malang antara lain; lomba kangpuwnganik, lombazero

waste lomba kampong bersingoutri lingkungan, higga bersiFbersih taman

210wawancara, Majid, Ketua kelompok Bank Sampah Kampoeng Sukun, Malang, 15 Oktober 2019
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Kota. Padatingkat sekola juga sering dilakukan lomba lingkungan ketika

SKPD masih dalam tanggumwvab DKP pada tahun 2028162712

Dapat disimpulkan bahwa gmatan perencanaan program yang rutin
dilakukan dalam satu tahun sekali ini memiliki ruang untuk memberikan
masukan dan rancangapada program bank sampahNamun pada
pelaksaannya, ruangelibatan dalam perencanaan strategi 3R yang dilakukan
pemerintah haya diberikan kepada anggota koperasi BSM yang hanya 15
orang sajaSeharusnya dalam perumusan peraturan ataupun program 3R harus
melibatkan masyarakaecara langsungehingga Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) adalah atas dasar musyawarah dan kesapalari publik
agar dapat mengetahui apa yang sebetulnya menjadi kebutsaai ini,
mekanisme pembuatan perencanaan keputusan tidak dilakukan dengan
deliberatif, karena partisipasi masyarakat tidak secara langsung melainkan
terdapat elit yang menjadipeesentatif masyarakat yakni koperasi BSM dalam

merancang kebijakan bersama DLH.
5.1.2 Sosialisasi Bank Sampah Malangepada masyarakat

Pada tahap perencana@n-Going Decisioradalah bentuk dar proses
yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyanatket rakyat. Berbeda
dari perencanaan sebelumnya yang berasal dari pemerintah untuk rakyat,
dalam tahap ini dilakukan oleBSM dengan DLH dalammelakukan kegiatan

sosialisasi3R kepada masyarakatika selaku Direktur BSMmemaparkan,

212 oc. Cit.,Maijid
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bahwa dalam glibatanmasyarakat, BSMnenggunakan metode sosiali&si.
Peran serta masyarakat terjadi ketika ada komunikasi yang terlibat dengan

beberapa tahapamang telah dijelaskan oleFika :

Gambar 7 Tahapan sosidisasi BSM
Penyuluhan — Pembimbingan —1 Pendampingan
Sumber. Diolah oleh penulis

Ketiga kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan atas dasar kondisi yang
ada pada bank sampah kelompok apakah pada tahap memulai, sedang
berlangsung, ataupun bank sampah unit yang telah begaktainable
Penyuluhan yang dilakukan adalah sosialisasi awal untuk memberikan
pengetahuan dasar mengenai pemilahan sampah. Kempédda tahap
selanjutnya adalah pembimbingan yang mana merupakan tahap pembelajaran
awal yang baru saja terbentuk di masyarakat dan memberikan bantuan jika
diperlukan serta pembimbing memberikan arahatau penjelasan secara
intensf. Kemudian tahap terakhiadalah pendampingan dengan melakukan

pengawasant’

Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat yang akan menjadi
nasabah bank sampah unit/kelompok, dilakukan pendekatan yang berbeda

antara sosialisasi di pemukiman serta di perumahan.

“Pendekatan yang dikukan di pemukiman adalah dengan
menggunakan ekonomi, sedangkan di perumahan adalah dengan
menggunakan pendekatan lingkungan. Kesalahan yang dilakukan

213| oc. Cit.,Tika
214 pid.
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dalam pendekatan ketika sosialisasi akan berdampak pada
penerimaan bank sampah di masyarakit.

Kemudian ®sialisasi yang dilakukan dapat diklasifikasi dengan
beberapa bentukkegiatan, yang pertama adalah dalam bentuk forum
sosialisasi/lkampanye edukasi yang betujuan untuk menyebarluaskan informasi
mengenai program yang dikembangkan di tiap wilayah kelorfgdkorum
ini berlangsung di sekolah ataupun balsarga dengan dihadiri oleh
penanggung jawab operasional kegiatan, warga, serta pemangku jabatan di
wilayah tersebut!® Sebelum melakukan sosialisasi, BSM memberikan surat
terlebih dulu kepada RT setempatulndi disposisi. Komunikasi yang terjalin
tersebut difasilitasi oleh warga selaku penghubung antara BSM da&k RT.
Sosialisasi pertama ini adalah sosialisasi pengenalan dan pengetahuan dasar
mengenai bank sampah. Isi yang akan disampaikan dalam penyulotzangte
bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, penjelasan
alur pengelolaan sampah pada sistem bank sampah, dan pembagian hasil

keuntungan pengelolaan samg#h.

Bentuk sosialisasi yang kedua adalgiembimbingan dengan
menggunakan muswearah warga dari kempok untuk mensosialisasikan
lebih dalam mengenai tata pelaksanaan teknis bank sampah yang difasilitasi

olehpenanggung jawab operasional bank sampah unit, ldginaanggota dari

218 oc. Cit.,Tika

217 1bid.

218 \Wawancara, Mega, Pengurus Administrasi Bank Sampah Nialaalang, 16 Oktober 2019
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bank sampah kelompok terseb8erikut merupakan pemagzm Ibu Tika

dalam pembimbingan teknygng dilakukan BSM:

a. Penjelasan sistem teknis bank sampah
Menjelaskan standarisasi bank sampah yaknhbhblyang harus ada
agar sistem bank sampah dapat dijalankan, mekanisme kerja bank

sampah yaitu;

Gambar 8 Mekanisme kerja BSM

Pemilahan sampah

Penvetoran
Penimbangan

Pencatatan

Pengangkutan

Sumber. Diolah oleh penulis
Kemudian dalam penjelasan sistem teknis bank sampah juga
memaparkan pembimbingan dalam manajemen keuntungan dari bank

sampabh.

“Omset bank sampah pada bulan pertama adalah hasil
perkalian antara jumlah nasabah dengan hasil dari
penjualan minimal dalam balan 22!

Selain itupengelola bank sampah unit berhak menentukan target omset

untuk bulan berikutnya dengan mekanisme penentuan sesuai

221 oc. Cit.,Maijid
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kesepakatan antara pengurus berdasarkan parameter dan evaluasi pada

bulan sebelumnya.

b. Musyawarah persetujuan
Musyawar& untuk mendapatkan persetujuan dari warga setempat untuk
melaksanakan bank sampah dan penentuan nama bank sampah.
Musyawarah diharapkan dengan mencapai mufakat dari warga
setempat.

c. Pembentukan pengurus bank sampah
Pengelola bank sampah membutuhkan beberdgian dalam
kepengurusan yakni : Ketua bank sampah, bendahara, divisi
administrasi, penimbangan, pencatatan, dan pengepakan. Pemilihan
pengurus juga dilakukan dengan musyawarah, orang yang dipilih akan
disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.

d. Musyawarah operasional
Dalam musyawarah ini ditetapkan hal teknis seperti lokasi, pengepul
yang ditunjuk, pengelompokan sampah, menentukan berat minimum
sampah yang diangkut, jadwal penyetoran, hingga jangka waktu
penarikan tabungan.

e. Musyawarah Penetapan targetan tolak ukur
Melakukan penetapan target capaian secara bersama dengan kumpul
rapat bersama pengurus sebagai tolak ukur keberhasilan. Indikator yang

digunakan dapat dilihat dari peningkatan kebersihan lingkungan,
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peningkatan kesejahteraann masyarakatrbespenghasilan, besaran

potensi pendapatan asli daerah.

Kegiatan yang terakhir adalabsialisasi dalam bentyendampingan

yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh ketua masyarakat, forum
paguyuban masyarakat. Dalam melakukan pendampingan, adalahnkambe
bantuan apabila dibutuhkan. Namun dalam kenyataannya, kegiatan
pendampingan belum dijalankan dengan baik dikarenakan keterbatasan waktu
yang dimiliki oleh pengurus bank sampahDengan demikian masih banyak
kelemahan yang dapat dilihat dari pendargpm sehingga membuat banyak
bank sampah unit kelompok yang sudah tidak aktif dan tidak ada aktivitas

akibat kurang mendapatkan perhatian dari bank sampah pusat atau BSM.

Dalam membentukkesadaran dan partisipasi masyarakaikait
Reduce, Reuse, Recyddalahdengarmmenjalinkomunikasi yang baiklalam
mengantisipasi dampak dari pengelolaan sampah yang tidandzli DLH
kemudian ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan BSMRahmat
memaparkan bahwa dalam melaksankasialisasi Bank Sampah Malang

secarasingkatkerapdibantuoleh:
1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
2. Tim Penggerak PKK

3. Kader Lingkungan

222 oc. Cit.,Maijid
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4. Pihak Universitas
5. PihakPLN
6. RT dan RW setempat

Dengan jumlah penduduk Kota Malang yang banyak dan tersebar,
maka sosialisasi progranaik sampah tidak hanya dilakukan secara langsung
melalui seminar atau pertemuan di aula atau geddlegurutnya, kgiatan
pelatihan dan sosialisasi 3R&ngdilakukan Pemkot Malang melalui DLidi,
adalah pelatihan yardjlakukan kepada unsumsur tokoh msyarakat, kader
lingkungan, PKK dan komutas (bank sampah unitsecara rutin.
Penyelenggaraan latihan juga dikerjasamakan kepada Bank Sampah Malang,

PKK, maupun dunia akademik seperti kampus dan sek#lah.

Dalam menggandensgtakeholderain, Bapak Rahmaselaku kepala
bidang kemitraarDLH mengundang melalui secara formal yakni dengan
mengirimkan surat elektronik berupamail kepada lembaga ataupun dengan
menggunakamhatsappkepadastakeolderinformal seperti penggerak PKK
dan kader lingkunga#® KedekatanDLH dengan PLN membuat undangan
sosialisasiagar bisa diikuti oleh PLNidak terhlu sulit, namun harus di
agendakajauh hari??kemudian jika mengundang dari penggerak PRKH

kerap dibantu olelfrasilitator dari daerah tersebyakni ketua bank sampah

224 pid.
225 |bid.
226 |pjd.

83



unit kelompokyang kemudian akan menghubungkan kepada penggerak PKK,

RT, dan RW setempat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan BSM dan DLH dapat disimpulkan
adalah suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam
3R di Kota Malang dengamengajak serta masyarakat untuk menjadi anggota
BSM. Dalam sosialisasi kepadkelompok yaitu berlandaskan musyawarah
dan keputusan bersama. Terdapat ruang dari setiap indiatdils berperan
aktif menyampaikan hak nya dalam pengelolaan sampah di tikgkatnitas
baik dari persetujuan, pembentukan pengurus, teknis operasional hingga
dengan penetapan target bank sampah kelompok. DLH juga kerap niemban
mensosialisasikan 3R kepada masyarakat melalui forum sosialisasi yang

dilakukan BSM.
5.1.3 Pembuatan perduran teknis dalam Bank Sampah Malang

Perencanaan yang terkahir adalah formulasi@perational Decision
yang mana merupakan mekanisme yang diciptakan dalam pelibatan publik
dalam hal teknis. Pada tahap ini adalah perencanaan dari rakyat untuk rakyat
yang didukung oleh pemerintahAktor yang terlibat dalam mekanisme
keputusan teknis ada di tangan masyarakat yakni pengurus BSM, bank sampah
unit, penggerak PKK dan nasabah yang dapat memberikan ma$likiasil

dalam perencanaan adalah aspek teknis dan opeshgang ada pada BSM

227 _oc. Cit.,Tika
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dan beberapa hal mendasBralam menjalankan kegiatannya, BSM membuat

aturan internayang bisa disebut sebagai perencanaan dasar

1) Syaratsyarat menjadi nasabah BSM; mekanisme pendaftaran menjadi

kelompok/ unit binaan;

2) Suratpernyataan komitmen menjadi anggota binaan BSM,;

3) Mekanisme penyetoran;

4) Manajemen tabungan;

5) Penjadwalan dan pengambilan sampah dari kelompok binaan; dan

6) Pencatatan transaksi pembelian sampah dan mekanisme kerja unit BSM

dengan BSM.

Aturan tersbut dibuat oleh BSM dan disosialisasikan keatmh dan
unit’/kelompok binaaA?® BSM juga terbuka terhadap masukan atas peraturan
tersebut dari nasabah binaan yakni nasabah individu, bank sampah unit
kelompok, hingga stakeholder lainnya yang berkaitan dalanteknis

implementasi BSM.

Peraturan teknis dalam penerapan operasional Bank Sampabh, dilakukan
melalui rapat pengurus BSM dengan menimbang dan memperhitungkan segala
aspek sesuai dengan kapasitas dalam penet&@aperti contoh, mekanisme

penjadwalan dan pgambilan sampah pada kelompok binaan, dilakukan

228| oc. Cit.,Tika
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kepada 15 titik setiap haya. Mekanisme tsebut dibentuk berdasarkan pada
kapasitas armada pengangkut yang terbatas yakni hanya ada 2 truck dan 1
motor tossa. Kemudian sama halnya dengan mekanisme |gamgalibentuk
berdasarkan kapasitas dpertimbangaf®® Selain itu,BSM juga menerima
masukan dalam pembentukan mekanisme yang lebih efektifs@ph saja

yang ingin berkontribusi.

“Kita sangat open kok kalo ada
sekiranya bisditerapin dan efektif. Dulu bahkan ada mahasiswa

yang ngebuat pilot project sistem pengelolaan sampah berbasis
Hydrotermal. Atau ada juga yang bikin teknologi administrasi
pencatatan dengan aplikaSapi, semua pada gak ada kabar dan
kelanjutannya. Karndari kita juga gak bisa sembarang jalanin

gitu a;jg. Harus ada pemerintah yang mengetahui selaku pembina
kita.231

Dari pernyataan tersebut, BSM sangat terbuka akan inovasi dan
masukan atas partisipasi publik dalam mebuat sistem operasional yang lebih
efektif dan efisien. Dari semua lapisan masyarakat apabila mempunyai ide
yang dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang baik akan didukung
penuh oleh BSM yang mana merupakan bentuk pengelolaan sampah berbasis
komunitas.Namun, sangat disayangkan bahwaageprogram inovasi dalam
BSM tidak diimplementasi dengan baik dan selalu berujung pada tidak

diterapkannya inovasi tersebut.

Dalam menangkap sebuah inovasi dalam pemerintah daerah,

membutuhkan suatu perangkat dalam mendukung perkembangan inovasi dari

230 oc. Cit.,Tika
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publik yang bisa disumbangkan kepada mekanisme kebijakan pemerintah
bernama Sistem Inovasi Daerah (SIB¥)SIDa diatur dalam Peraturan
Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun Zzdr2 Nomor

36 Tahun 2012%* SIDa membantu daerah dalam menghasilkan dan
mengembangkan produk unggulannya yang mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah, mengatur dan mengarahkan untuk
terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonisrmsemnaorong
terciptanya teknologi baru yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi

proses3

Namun, menurutSapto selaku kepala seksi pengurangan dan
kebersihan sampaBbLH, belum melihat adanya inovasi khususnya yang
berbasis teknologi dalam pengelolaampah termasuk juga dalam BSHA.

Kota Malang dijadikan pilot project oleh pemerintah pusat, namun
kenyataannya Pemerintah Kota Malang sendiri belum mempunyai kebijakan
penguatan SlDa yang terbukti dari belum adanya kebijakan dan dokumen
pembangunan yang méahas tentang SlDa dan inovasi pengelolaan
sampat?® Dengan kata lain, SIDa belum dijadikan tumpuan dalam pelibatan

publik atas inovasi pengelolaan sampah.

232 Muluk, Khairul, 2008, Knowledge Managent: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah.
Malang, Bayumedia. HIm. 15

233 | pid.

234 | bid.

235 _oc. Cit.,Sapto

236 | pid.
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Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan
merupakan penjabaran dari visindmisi walikota, sehingga sosok walikota
mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.
Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan kebijakan yang
bersifat meneruskan bukan radikal atau revolusioner yang membuat
perkembangamovasi yang diinisiasi oleh publik sulit untuk diimplementasi.
Dalam Aspek perencanaan operasional, BSM yang merupb&dradan
koperasi dengan anggota hanya 15 orang menurut penulis tidak cepat dalam
bertindak dalam menciptakan sistem yang efisien tigktie Butuh pelibatan
masyarakat lebih banyak untuk berlorbmba berinovasi dan memberikan

kontribusi pada BSM.

5.2  Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Bank Sampah

Apabila komunikasi telah dijalankan dengan baik, namun sumber daya
pelaksana kegian atau program bersifat terbatas, maka implementasi akan
berjalan tidak efektif. Dengan demikian sumber daya merupakan faktor penting
dalam melaksanakan suatu kebijakikemudian yang menjadiendalaoleh
pemerintah dalam implementasi suatu kebijakan lahdakurangnya

keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.

Partisipasi dalam implementasi, adalah sebuah bentuk partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan goamm dengan tiga cara utama.

Menyumbangkan suberdaya manusia atau bentidibat langsung dalam
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usahausaha penataan dan koordinasi, dan partisipasi masyardikterlibat

langsung dalam program kegiatan yang dilaksan&Kan.
5.2.1 Sumbangan Sumberdaya

Sumber daya tidak hanya bersifat manusia, sumber daya juga berupa
uang, tekologi, sarana prasarana maupun inforri&sBumber daya patut
untuk diperhatikan karena dapat menunjang keberhasilan implementasi
kebijakan. Dalam kenyataan yang ada di Indonesia, praktik implementasi
kebijakan yang dilaksanakan pemerintah berjalan tigdéktif karena
keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena isumberdayderdampak penting

terhadap lancar atau tidaknya kebijakan yang dijalankan.

Apabila dilihat segala sumber daya yang ada di BSM yang menunjang
pelaksanaan pengelolaan sampah, maka sundpex yang dimilikicukup
memadadalam pengolahan seperti mesin telah dimiliki dan sangat membantu
jalannyaoperasionaf*® Dikatakan cukup memadai, karena sumber daya yang
ada di BSM bersifat terbatas, namun tidak menganggu kelancaran kegiatan.
Tetapi dalansegi logistik, BSM masih sangat membutuhkan kendaraan untuk
menjemput sampah dikarnakan jumlah nasabah yang kian bertambah membuat

kapasitas penjemputan harus diperban$fdk.

“Proses pengajuan alokasi bantuan kepada CSR PLN Distribusi
Jawa Timur juga tidamudah, harus dilakukan monitoring dan

237 John M. Cohen & Norman T. Uphoff (1980), Participations Place in Rural Development Seeking
Clarity Through Specificity, World Developmentol. 8, Perganon Press. Him. 231

238 | pid.

239 _oc. Cit.,Mega

2401 oc. Cit.,Mega
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evaluasi atasapaian yang dilakukan oleh BSM. Sama halnya
dengan dana APBD juga gak®ada mas,

Perlu kita ketahui bahwa pendapatan yang ditedaneBSM terkadang
kesulitan dalam menutupi kiegan operasional. Anggaran dari APBD tidak
dimungkinkan memberikan bantuan secara rutin kepada BSM, dikarenakan
bentuk kelembagaan BSM adalah Koperasi sehingga harus berupa sebuah

pinjaman dan bukan dalam bentuk hibah.

Selain itu, fasilitasdalam operasimal menjalankan BSM terdapat

beberapa barang kebutuhsaperti pada umumnya yakni :
a) Timbangan;

b) buku induk, untuk pencatatan jumlah sampah dan nominal tabungan dari

anggota kelompok;

c) nota, untuk bukti transaksi pembelian sampah yang disetor ajgbtan

kelompok;

d) buku tabungan untuk mencatat transaksi keuangan anggota, baik

penyetoran sampah, berdasarkan nota maupun penarikan tabungan,

e) alat angkut (gerobak) apabila dibutuhkan untuk mengangkut sampah jika

jarak gudang dengan lokasi pengambgampah oleh BSM jauh; dan

f) gudang, untuk mengumpulkan, memilah dan menyimpang sampah dari

anggota sebelum dilakukan pengambilan oleh BSM.

241 oc. Cit.,Tika
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Segala peralatan menunjang tersebut merupakan syarat dasar
pembentukan Bank Sampah Unit dari setiap kelongexk hans memiliki
peralatan/fasilitas tersebut kecuali alat angkut dan gutfamusus untuk
buku tabungan, nota, dan buku induk, BSM memberikannya kepada Bank

Sampatdisaat pendaftaran nasababh.
5.23 Keterlibatan usaha penataan dan koordinasi

BSM memiliki nasabh berbentuk individu, kelompok binaan, dan
supplier/lapak dengan persyaratan masiraging yang berbedapada saat
pendaftaranNasabah kelompok binaan terdiri dari dua bentuk yaitu kelompok
sekolah dan kelompok masyarakigil Mega memaparkan, ntuk menddtar
menjadikelompok masyarakat disyaratkan untuk membentuk pengurus unit
yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; memiliki anggota kelompok
minimal 17 anggota termasuk pengurus yang bertempat tinggal dalam 1
wilayah; mempunyai komitmen untukemgumpulkan, memilah dan menjual
(menabung) sampah ke BSM; dan sampahnya diambil di tempat dan diberikan
batssan, misalnya minimal 50 kg sekalengambilarf*® Sementara untuk
kelompok binaan yang merupakan sekolah, persyaratan sama kecuali jumlah
anggota mmimalnya adalah 40 anggota termaspgngurus®* Selain itu,

diharapkan setiap kelompok/unit binaan memiliki sarana dan prasarana yang

242 _oc. Cit.,Maijid
243 oc. Cit.,Mega
244 1bid.
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ada sebagai prasana wajib bagi kelompok bank sampah yang telah penulis

jelaskan sebelumnya.

Pengurus dari kelompok binaamkni ketua, sekretaris, dan bendahara
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ketua
bertanggungjawab terhadap kegiatan unit/kelompok dan mengkoordinir
seluruh anggota kelompd# Sekretaris bertanggungjawab melakukan proses
penimbangan danemcatatan nota dan administrasi kegiatan kelorffok.
Bendahara bertanggungjawab melakukan pencatatan transaksi pembelian
sampah pada buku induk dan tabungan anggota, serta menyimpan dan
melakukan pembayaran atas pembelian sampah dan penarikan tabungan
anggda kelompok*” Meskipun demikian, dalam kegiatan penimbangan dan
pemilahanagar semua pengurus terlibat dan saling menbaelain tugas

utamanya.

Sedangkan untuk nasabah supplier/lapak syaratnya mempunyai
komitmen untuk bekerjasama dan menyediakan semgualesampah dengan
spesifikasi khusus.Dalam hal ini, BSM bisa menjadi produsen sekaligus

konsumen bagi lapalapak tersebut.

“Saat ini, BSM pun sedang merintis
lapaklapak dengan harapan agar terbentuk etika dalam usaha.
Paguyubarlapak tersebut merupakan wahana untuk mengatur
agar BSM dapat bekerja sama lebih profesional dengan para

pengeul . ”

245 oc. Cit.,Maijid
248 | pid.
247 |bid.
248| oc. Cit.,Mega
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Dengan adanya paguyuban lapak akan menciptakaran formal
misalnya perjanjian kerja sama, atau setidaknya nota kesepahaman, antara
BSM dengan lapak merupakan langkah untuk dapat melakukan kerja sama
yang saling menguntungkan dengan didasari aturan hukum yang berlaku.
Secara hukum, BSM telah memiliki akte, SIUP, TDP, HO dan ljin Usaha
Industri  (JUD)2*° Sehingga dalam pelaksanaan kemitra@i®ngan

lapak/pengepul nantinya kegiatan BSM juga memiliki aturan hukum.
5.2.3 Keterlibatan Langsung dalamBank Sampah Malang

Kelompok binaan BSM sampai bulan November 2@ta sebanyak
629 kelompok, 27%nit sekolah, 101 unit instansi, 31 orang pemulsega
1763 nasabah individt?® Dengan banyaknya masyarakat yang menjadi
nasabah BSMlengan serta terlibat aktif, telatenunjukkan partisipasi warga
dalam pengelolaan sampah sudalenjadi baik dari sebelumnya dengan

dibuktikan dari peningkatan jumlah nashba

Terdapat kelompok percontohan yang menurut ibu Mega dapat
dicontoh oleh kelompok lainJnit BSM yang berada di sekolah merupakan
salah satu hal yang bisa menjadi percontohan adanya peran serta sektor

pendidikan dalam pengelolaan sampeh.

29 pid.
250 | hid.
251 pid.
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“BSM telah menberdayakan semua unsur masyarakat di tingkat
keluarga (bapak/ibu, ananak) sampai di tingkat RT/RW dalam
pengelolaan sampah rumah tandga.

Menurut pemapara dari ketua PKK Tingguwulung yang pernah
merasakan pemberdayaan bank sampah, bahwa BSM matakokialisasi
denganmemunculkarkesadaran ngyarakat untuk memilah sampaeperti
mendaur ulang sampah anorganiknya menjadi bévareng kerajinan
(produk daur ulang), mengolabrepah organiknya menjadi kompos dan jenis
kegiatan lain membuat pelibatgrublik menjadi lebih mudah di tingkat
RT/RW 2> Kegiatan tersebut membuat pelibatan masyarakat secara langsung
dalam mengolah sampah di masyarakat dan meningkatkan tingkat partisipasi

bank sampabh.

Sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2008 Pasal (22) Mengenai
pengelolaan sampah, salah satu kegiatan penanganan sampah adalah dengan
kegiatan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sarfiaPemilahan sampah
merupakan rekanisme yang diberlakukan di BSIKepada masyarakat dari
rumah tangga secara tertyangkemudian dikategorikan pendapatan dari hasil
pemilahan tersebut menjadi beberapa kategori program tabdhgamtara

lain:

252 |bid.

253 \Wawancara, Siti, Ketua PKK\R 1 Kelurahan tunggulwulung, Malang, 20 Oktober 2019
254U no 18 tahun 2008 tentang Persampahan

25| oc. Cit.,Mega
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1. Tabungan Regular, diambil sewaktaktu, minimal dalam

jangka waktu satu buta

2. Tabungan Lebaran, diambil pada waktu menjelang lebaran untuk

kebutuhan saat merayakan hari raya;

3. Tabungan Sekolah, diambil pada waktu ajaran sekolah untuk

kebutuhan tahun ajaran baru siswa;

4. Tabungan Sembako, diambil bukan dalam bentuk uangi teta

dalam bentuk sembako sesuai dengan nilai tabungan;

5. Tabungan Lingkungan, yaitu tabungan dibentukan dalam berupa
sarana untuk lingkungan seperti tong sampah, tanaman, komposter,

gerobak, dll; dan

6. Tabungan Sosial, yaitu nilai tabungan akan disalulepada
Panti Asuhan, Pondok Pesantren, dan Lembaga sosial lainnya sesuai

dengan permintaan nasabah.

Dalam implementasi pengolahan sampah, BSM mempunyai dua tipe
pengolahan sampah yang dilakukan yaitu penggilingan/pencacahan sampah
plastik dan pembuatan kaginan bersama dengan masyarakat sebagai bentuk
aktivitas dalam mengundang partisipasi akfifDalam proses pembuatan

kerajinan, terdapat mekanisme yang dilakukan oleh BSM yakni:

256 |bid.
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Gambar 9 Mekanisme pembuatan kerajinan

Pengumpulan bahan Pembersihan bahan Pembuatan lembaran
dasar
Penyelesaian akhir Pembuatan pola

produk daur ulang

Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam mekanisme pembuatan kerajinan tersebut, diakukantdegia
yang diinisiasi oleh BSM dengan Hilou PKK, RT dan RW setempat. Khusus
dalam tahap pertama yakni pengumpulan bahan, dikoordinir dengan penggerak
PKK setempat dengan mengambil babahan yang ada di rumah tangga
ataupun warungvarung di sekitar perurhan?’ Namun dalam pelaksanaan
membuat kerajinan, masih terdapat kendala yakni sulitnya menghimpun rumah

tangga untuk aktif dalam kegiatan.

“Kalo sekarang agak sulit mas bikin
lagi. Koordinatornya udah gak controling, soalnygajwari ibu

ibu males bikin pelatihan karna kadang kita buat kerajinan tapi

gak tau card®pemasarannya?’”

Pelatihan pembuatan kerajinan memiliki kelemahan yang membuat
kegiatan tidak berlangsung berkelanjutan. Hal tersédumyata pada fakta
dilapangarntidak adakelanjutan hasipembuatan kerajinan sehingga produk
hanya dipakai untuk pribadft? Menurutnya, warga sekitar lebih tertarik

apabila kerajinan tersebut dapat menciptakan nilai ekonomis bagi PKK.

257 Loc. Cit.,Sit
258 |pid.
259 |pid.
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5.3

Partisipasi dalam Keuntungan

Melalui mekanisme BdnSampah Malang (BSM), masyarakat telah
secara aktif ikut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan
sampah berbasis 3R. Pada awaltgejapateberapa faktor yang mendasari
terbentuknya BSMyakniyang pertama karena jumlah sampah di Kotéalig
yang sangat banyak sementara lahan tempat pembuangan akhir (TPA) semakin
terbatag®® Sebelum terbentuknya BSM, jumlah sampah yang dihasilkan
masyarakat kota Malang saja mencapai sekitar 640 ton p&h@ateh karena
itu pemerintah kota dan DLH mengir@si pengelolaanbaru masyarakat
terhadap sampah, yaitu bukan membuangnya tapi memanfaatkannya. Hingga
saat ini BSM setidaknya telah berhasil mengurangi sampah Kota Malang
hingga 810% perharinyakedua, sampah merupakan komoditas yang memiliki
nilai ekonami yang cukup tinggi jika dapat dimanfaatkan dengan kreatif dan
bijaksana, pada gilirannya hal ini akan menggerakkan perekonomian warga

Kota Malang.
5.3.1 Keuntungan secara langsung

Sejak awal didirikan BSM dirancang untuk bebanarmenerapkan
prinsip kgerasi, sehingga orientakeuntungan akan kembali kepada para
nasabahDalam sehariBSM ratarata mendapatkarx 2,5 tonsampah dari

nasabah BSM dah0,5 ton dari lapak/ pengepdenganymlah total transaksi

260 Brata Hendra,“ " Pengel ol aan sampah di Kota Malang
di t i n g khitps#heritajatim.com/politipemerintahan/pengelolasampakdi-kotamalang
denganrtpasupiturangterusditingkatkan/Diakses pada tanggal 29 November 2019

261 pjd.
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rata rata per hari + Rp. 4 jut®. Saat ini,penerimaan penjualan sampah dari
sampah yang dicacah/giling maupun yang tidak dicacah sebesar +150 juta,
dengankeuntungan + 30 juta per buld.Meskipun demikian, keuntungan
tersebut masih lebih kecil, jika dibandingkan dengan pengeluaran yang harus

ditanggung BSM untuk operasionalisasinya.

Jika BSM menjadi Perusahaan Daerah, Anggaran APBD
dimungkinkan digunakan secara rutin dalam bentuk penyertaan rmetsi,
anggaran dari APBD tidak dimungkinkan memberikan bantuan secara rutin
kepada BSM, dikarenakdentuk kelembagaan BSM adalah Kopetfésiika
mengacu pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, APBN atau
APBD dimungkinkan diberikan kepada koperasi sebagai modal dalam bentuk
pinjaman (Pasal 66 ayat (. Tetapi, hal ini tidakbisa dilakukankarena
menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksana&teduce, Reuse, dan Recyloelalui Bank Sampah,

kelembagaan bank sampah hanya dapat berbentuk koperasi atau yayasan.

Permasalaharyang dialami oleh BSM, yaitwdengn nilai rupiah
sampah yang masih rendah dan sebagian masyarakat hanya menilai dari segi

ekonomi saja, sehingga masih sedikit masyarakat golongan ekonomi menengah

262| oc. Cit., Tika

263 | pid.

264 |bid.

265 UndangUndang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
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ke atas yang menjadi nasabah Bank Samgetingga keuntungasecara

langsung juga masih seik®®

“Berdasarkan dat&ami, untuk unit BSM pada kelompok
masyarakat hampir 80%, berasal dari kelompok masyarakat
dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Pada tataran
kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, masih sulit untuk
melaksanakan keg@n Bank Sampah secara berkelompok atau
membentuk unit?®’

Permasalahan lainnya, yaitu terkait dengan harga sampah yang
fluktuatif, mengikuti harga pasalan harga sampah juga yang sangat rendah
Harga ditentukan atas permintaan bahan baku dari sampapesietahaan
perusahaan, di dalam maupun luar negeri. Fluktuasi harga juga disebabkan

karena masih banyaknya impor sampah yang masuk ke wilayah Ind&fesia.

“Sehingga dengan harga yang rendah
partisipasi dari kalangan menengah keatasih sangat sedikit.

Bahkan, jumlah sampah yang disetorkan dari kabupaten lebih

besar dari pada jumlah sampah yang disetorkan dari komunitas

yang ada di kota. Banyak bank sampah kelompok yang tutup juga
di kK¥ta.?”

Nasabah yang paham mengenai harga sajgspangmembandingkan
harga sampah di Bank Sampah dengan harga di lapak sekitarnya. Apabila harga
beli di lapak lebih tinggi, nasabah memilih menjualnya ke lapak daripada ke
Bank SampaR’° Kondisi ini menjadi salah satu kendala bagi BSM, karena

harus merg@pkan harga dengan berpatokan pada harga IBaak Sampah

266 |_oc. Cit.,Mega
267 |bid.
268 |bid.
269 | pid.
210 _oc. Cit.,Maijid
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bahkan dianggap sebagai pesaing baru oleh pebisnis lapak. Oleh karena itu,
Bank Sampah harus memiliki segmemubgang tidak sama dengan lapak atau

pengepul yang tidak bekerja sama dengan BSM.
5.3.2 Keuntungan sosial

Terdapat manfaat ssial ingkungan dan sosial ekonomi yang dapat
dirasakan oleh masyarakat sehingga ingin berpartisipasi dalam bank sampah.
Motivasi untuk memperbaikirigkungan di sekitaturut mendorong mereka

untuk berpartipasidalam kegiatan bank sampah

“Kalo sekarang mas, udah sulit nem
sekitar tempat tinggal anggota, apa lagi sampah yang punya nilai

jual kayak plastik, kardus, botbbtol aqua, udah bersih.

Kegiatan pengumpulan sampah ini bisa mempkrid@adaan
lingkungan sekitar rumah $Bng kotor

Dampak sosial lingkungan dari keberadd®M menurut pesepsi
ketua PKK RW 1Tunggulwulungadalahpengaruh dan dorongan terhadap
warga sekitar untuk melakukan pemilahan sampah, watepprubahan pola
perilaku tersebut tidaklah mudah karena berkaitan dengan carbapan
kultur dan cara pandarif Perubahan perilaku tersebut sangat sulit, khususnya
disaat program baru berjalan membutuhkan usaha yang lebih keras dalam

menghimpun warga efalui PKK.

Selanjutnya, terdapat manfaat sosial ekonomi dari geggolahan

sampé yang terganisir melalui BSM untuknasyarakatlalam penyerapan

21 oc. Cit.,Siti
272 |pid.
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tenaga kerjaSaat ini, tedapat 12 orang penguruskbsampaldanberencana
akan merekrut tenaga kerja lagiring bertambahnya nasatfafBukan hanya
manfaat bagi tenaga kerja di BSM, namun banyak juga pihak yang

mendapatkan pekerjaan baru pada bank sampah kelompok.
5.3.3 Keuntungan personal

Terdapat manfaat yang dirasakan oleh warga yang aktift dalam
berpartisipasj yaitu manfaat yang di dapat dari hasil pelatihan pengelolaan
sampah yang diadakan ol8SM sehingga warga memperoleh keterampilan
dan pengetahuan daur ulang samiahSetelah nasabah mengikuti
keterampilan pergjolaan sampah seperti membuat feea dan produsi
kompos, para nasabah akan mendapatkan pengetahuaryalbgrumereka

rasakan untuk diri mereka sendiri.

Keuntungan yang didapat selanjutnya, setiap nasabah dalam menabung
sampah mendapatkan keuntungan berupa uamg tunai hasil dari sampabh.
Dengan keuntungan tersebut dapat merubah stigma bahwa sampah memiliki

nilai ekonomis yang cukup untuk membeli beberapa kebutuhan.

“Ratarata, setiap nasabah rumah tangga aktif dapat
mengumpulkan keuntungan-42 juta pertahun dari hasil
menabung sampah yakgmudian uang tersebut biasa digunakan
untuk keperluan sekolah anaembako, asuransi, bahkan sampai

ke butuhan sosi@P dan lingkungan.

(13

23 oc. Cit.,Mega
274 oc. Cit.,Maijid
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Setiap warga yang menabung sampah kemudian merasa mendapatkan
rewards berupa uang tabungan tersebut yang sangatrifeatjgka dirasakan

apabila diambil dalam jangka waktu yang lama
5.4  Evaluasi Bank Sampah Malang

Dalam tahap evaluasi, masyarakat memiliki hak untuk melakukan
pengawalan berupa evaluasi dari sistem bank sampah yang sedang berjalan.
Bentuk evaluasi ini @pat secara langsung seperti dalam forum formal yang
mengikut sertakan masyarakat, atau secara tidak langsung dengan cara
pendekatan yang bersifat pribadi (informal) baik melalui kelompok ataupun
perorangan. Kemudian, evaluagang partisipatif dapat dilitat apabila
dilakukan dengan konsultaff® Selain itu, evaluasi dapat dikatakan sebagai
kegiatan untuk menilai hasil suatu program. Banyak pandangan mengenai tata
cara evaluasi, secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi suatu proses untuk
menilai/menetapka sejaunmana tujuanyang telah ditetapkan tercapa
Dengan kata lain,valuasi adalah membandingkan antara hasil yang telah

dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan.
5.4.1 Secara langsung

Melakukan penilaian terhadap keberhasilan bankpsé menjadi

dasar untuk menentukan langkah selanjutnya tentang inovasi bank sampah,

276 John M. Cohen & Norman T. Uphoff,1980, Participations Place in Rural Development Seeking
Clarity Through Specificity, World Development, Vol. 8, Perganon Press.HIm. 232

277 Notoatmodjo, S, 2011, Kesehatan Masyarakat: lImu & Seni/edsiRRineka Cipta, Jakarta.
Him. 44
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penguatan internal tim bank sampah, hingga strategi penyelesaian masalah

yang dihadapi oleh bank sampah.

“Kalau untuk evaluasi Mwakshppung si h k
maslewat forum yangisinya pengurus dan paguyuban nasabah
kelompok yang isinya ketua kelompok bank sampah unit. Ya
semacam rapat mas, tapi yang kita bahas itu tentang hasil dari
program semisal program lomba, sosialisasi, dan semua kegiatan
yang ngelibatima s ya 3 kat . ”
Menurut Mega,evaluasisecaraformal yang ada pada BSNerbagi
menjadi dua klasifikasbentuk yang pertama adalah evaluasi rutiternal
koperasidan yang kedua adalah evaludsrsama masyarakat berbentuk

workshop yaitu melakukan penilan dan pemberiamput yang meliputi

implementasi, dampak, dan pengaruh ketika program dilaksaf&kan.

1. Monitoring dan Evaluasi Rutin
Pengurus/anggota koperasnelakukanmonitoring danevaluasi
rutin terhadap pengecekBSM sesuai dengan target indikatonga
telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi rutin tersebiékukan
setiap satu bulan sekali, ddemudiandirangkum dalamaporan
tahunan dari keberhasilan BSM yang di setorkan kepdda di
akhir tahur?® Input yang diberikan sebagai bentuk evaluasi adalah
Jumlah partisipasi aktif dalam bank sampah, Sumberdaya penunjang

termasuk peralatan yang menjamin kelancaran BSM, hingga

28 _oc. Cit.,Mega
279 | pid.
280 |pjid.
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masalah pendanaan yang diberikan ke BSM apa telah berjalan
efektif atau tidak®! Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut
akan menghalkian data kinerja BSM yang di evaluasi oleh 15 orang
anggota koperasi.
2. Evaluasi program melalui Workshop
BSM juga kerap melakukaevaluasiprogram dengan masyarakat
yangbertujuan untuk memberikan evaluasi secara keseluadgan
BSM dapat mengajukan ulsun programatau mekanisme kebijakan
kepada DLH.
“ T a h2Q1# kita pernah mengajukamsulan program
digitalisasi sistem pembukuan BSKias. Tujuannya
agar mempermudah administrasi yang dilakukan oleh
BSM serta nasabah bank sampah unit. Inovasi tersebut
diciptakan denganbantuan darimahasiswa dalam
pembuatam pl1 i kasi manaj &men bank samp
Namun, karengadapelaksanaannya masih terdapat kekurangan
terhadap kesiapan aplikasi dan sistenembuat usulan tersebut
tidak ada tindak lanjutnya.
KegiatanWorks$hopyang menjadi wadah berdiskusi antar pengurus
BSM dan masyarakat ini terakhir dilakukan yakni pada tahun 2018
awal. BSM sudah tidak pernah menginisiasikan lagi forum tersebut

kecuali, ada nasabah yang ingin memberikan keluhan, aspirasi, atau

masukan degan menginisiasi terlebih dulu dan kemudian

281 |hid.
282 pjd.
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mengundang BSM pada kegiatan seperti Musrembag, seminar,

ataupun undangan rapat dari masyar&¥at.
5.4.2 Secara tidak langsung

Mekanisme yang dilakukan BSM sebagai bank sampah induk dalam
melakukan evaluasiidak langsing dengan cara pendekatkekeluargaan
dengan menyediakan wadah diskusi online untuk menampung aspirasi secara

informal dari masyarakat.

“Kita sama ketua kelompok bank sampah unit punya paguyuban
di grup WhatsAppDalam grup itu kita juga seririgeluhan bank
sampatkepadaseluruh bank sampah unit yang masuk dalam grup
WhatsApp pagwbanpengurus BSM bersamatia kelompok
bank samPah unit.?”

Meminta evaluasi dan validasi kepuasan bank sampah malang atas
dasar pendampingan yang dilakukan kepada lsamRpah kelompk dan
nasabah menggunakawhatsApp Groupadalah salah satu cara untuk
menciptakan ruang diskursus agar terciptanya kesepakatan bersama. Dapat
disimpulkan bahwa BSM saat ini lebih memfokuskan kepada pendekatan
informal dengan membentuk pagusmsilahturahmi kelompok bank sampah.

Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan evaluasi secara langsung yang sudah
tidak diinisiasikan lagi oleh BSM, sehingga aktivitas monitoring hanya

dilakukan melalui media sosial.

283 |pjd.
284 oc. Cit.,Tika
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5.4.3 Bersifat konsultatif

Evaluasi jya dilakukarkonsultatif antara masyarakat dengan pengurus
BSM yang pada nantinya setiap masatkn keluhan tersebut akan BSM
rapatkan oleh anggota koper&sM memiliki jam operasional kantor dari jam
08:00- 16:00dan terdapdayanan pengaduan dan dman bantuan yang siap
menerima konsultasi terhadap bank sampah kelompok ataupun nasabah
individu yang memiliki keluhan dan pendapg&.Namun karena jumlah
nasabah yang sangat banyak, BSM tidak dapat menampung aspirasi dan

konsultasi masyarakat semuanya.

“Kita terbuka kok mas kalo ada yang ingin ngeluh, ngasih
masukan, bisa langsung dateng ke kantor kita. Atau kalo nasabah
gak mau kesini karna kejauhan, bisa langsung telfon kita fffas

Sama halnya dengan eavaluasi secara langsung ataupun tidak
langsung ®ng menggunakargroup whatsapp BSM pasti akan selalu
menjawab dan memberikd@edbackepada masyarakat. Dapat disimpulkan,
dari setiap tindakan yang dilakukan oleh BSM adalah hasil musyawarah dan
kesepakatan bersama. Namun masyarakat tidak bisa seugsarlg terlibat
dalam evaluasi program 3R kepada pemerintah. Anggota koperasi yang
berjumlah 15 orang harus berperan sebagai mediator antara masyarakat dan
pemerintah. Namun, antara BSM dan masyarakat (nasabah) bisa

bermusyawarah secara kolektif atas kapan rasional bersama.

285 oc. Cit.,Mega
286 |bid.
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6.1.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengemakanisme pelibatan
publik dalam 3R Initiative Bank Sampah Malang, penulis memberikan
kesimpulan bahwaatrtisipasi publik terhadaipisiatif kebijakan lokal dalam
manajemen pengelolaan sampah di&Malangyakni mengacu pada strategi
nasional dalam pengelolaan sampah yang diturumkeanUndang Undang
Nomor 18 tahun 2008 kepada Pemkot Malgmagni berupaPERDA Kota

Malang Nomor 10 tentang pengelolaan sampa

BSM adalah bentuk darenvironmental Governancgang ada di
Indonesia dengan melibatkan kolaborasi antara stakeholder baik dari
pemerintah yakni DLH, Swasta yang memberikan dana bantuan dan
pemeliharaan sarana dan prasargaiéu PLN Distribusi Jawa Tior, serta
peran darimasyarakat seperti kader lingkungan, penggerak PKK, dan warga
kota Malangyang ingin berpartisipasi sebagai nasabalah dilibatkan dalam
kesatuan tata kelola yang berlandaskan atasretukaim UU Nomor 18 tahun
2008 sebagai strategasional 3R agar mengupayakgerciptanyanorma

lingkungan global yang ada dunia

Strategi yang dilakukan BSM sebadmntuk darisebuah tata kelola

adalah menciptakan mkanismepelibatan publik.pelibatan publik dalam
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perencanaan dan pembuatan kepahyang dilakukan setiap tahun untuk
membuat rancangan kebijakan ataupun progséamdar manajemen bank
sampah yang mengacu pada standar nasiofatencanaanberupa
pendampingan dalam bentuk sosialisasi, dan terdgpeencanaan dalam
pembuatan peratunateknis yang dilakukan oleh masyarakitekanisme
selanjutnya adalah partisipasi dalam implementagakni sumbangan
sumbedaya untuk operasional kegiatan, implementasi terhadap usaha penataan
dan koordinasdari sistembank sampah, dan partisipasasyarakt secara

langsung dalam BSM.

Dalam mekanisme pelibatan publik yang ketiga adalah dengan
menciptakan partispasi dalam keuntungtmi hasil bank sampah. Terdapat
keuntungan secara langsung yakni berupa keuntungan pendapatan yang
didapat oleh BSM, keuntungaosial yang dasakan oleh masyarakat sekitar,
dankeuntungan yang dirasakan oleh masyarakat secara personahgakdu
dapatmendapatkan uang hasil dari sampah yang biasa diambil untuk membeli
atau membayar kebutuhan dengaraintbbungan yang cukumembantu.
Selain itu,BSM juga mempunyai mekanisme pelibatan publik dalam evaluasi.
Evaluasi yang dilakukan dapherupasecara langsung dgan membentuk
kegiatan formayang dibagatas dua jenis forum evaluasi, ataalaasi secara
tidak langsung juga ikhkukan dengan paguyuban kekeluargaan dalam
Whatsapmroup.BSM juga memfasilitasi konsultasi apabila terdapat keluhan

dengan langsung menghubungi BSM pada jam operasional kerja.
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Dari keempatpelibatan publiktersebut penulis melihat bahwa BSM
berupaya dam menciptakan partisipasi bank samgeami mencapai strategi
pengurangan sampah Kota Malang yang telah diatur dalam PERDA Kota
Malang Nomor 10 tahun 201(Namun, pada mekanisme perencanaan
pembuatan keputusan dan mekanisme evalbakim terjadipartispasiyang
deliberatif hal tersebut karena ruang diskursus untuk menciptakan kolektivitas
mufakat hanya dilakukan pada tingkat masyarakat dan,B8ifangkan pada
tingkat pemerintah dan masyarakat tidak ada kegiatan musyawarah dalam

pembentukan peraturan darogram 3R.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kegiatan yang melibatkan
perencanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan dilakukan oleh DLH
bersama anggota koperasi BSM yang mana anggota dari koperasi tersebut
jumlahnya terbatas hanya 15 orang. Nasalp@mggerak PKK, serta bank
sampah kelompok bukan bagian dari anggota koperasi sehingga tidak dapat

secara langsung mengevaluasi kebijakan 3R dengan pemerintah.

Tetapi pada tingkat bank sampabh unit atau komunitas, terjadi partisipasi
yang deliberatif hatlersebut ditunjukan dengan proses pembuatan bank sampah
kelompok yang selalu berlandaskan musyawarah baik dari penentuan pengurus
kelompok, hingga evaluasi dariittkelompok. Paguyuban yang kuat ditengah
masyarakat membuat setiap tindakan di tingkat bsenkpah unit sangat

kolektif atas tindakan rasional yang disetujui bersama oleh masyarakat.
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6.2 Saran

Penulis menyadabahwamasihbanyakkekurangan dalam penelitian
ini. Penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana partisipasi 3R dalam skala
lokal sehingg sudut pandang pada penelitian ini, kurang membahas aktivitas
dalam dunia internasional. Dalam melihat tata kelola dan partisipasi publik
bank sampah, tentu banyak sekali aktor yang terbla#t di tingkat lokal,
nasional hingga global. Dengan banyakralgor yang terlibat, membuat
penelitian ini masih belum kaya akan informasi pengelolaan sampah berbasis
komunitas karna penulis hanya menggunakan enam informan dalam meneliti.
Saran penulis adalah melanjutkan penelitian ini dengan melihat bagaimana
universalisasi norma lingkungan bisa tersebar dalam skala nasional. Karena
akan lebih menarik ketika meihtinsfer normyang ada pada permasalahan

sampah dari pemerintah pusat.
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He s t i Poakrer “Gamal Penggagas As ur ansi
http://news.liputan6.con¥nd/2026824/doktegamalpenggagasasuransi
kesehatarsampah Diakses pada tanggal 21 September 2019

Website Resmi YIPD*Pe ngel ol aan Sampah Kota Mal ang
http://www.yipd.or.id/en/environment/pengelolasaampakkota-malang
melalutbanksampah Diakses pada tanggal 21 September 2019

Website Re s mi Ba n k Latara Bepakahg Bérdirihya nBSMi a «“
http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakandiakses
pada tanggal 21 September 2019

Website Re s mi Ba n k Latara Bejakahg Bérdirihya nBSMi a «“
http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakandiakses
pada tanggal 21 September 2019

Abrar bXKvpyeirmsi “sebagali wadah kesejaht e
https://prolegal.id/2017/02/08/koperasibagaiwvadahkesejahteraabagk
anggotanyabDiakses pada tanggal 23 September 2019

Brata Hendra," Pe n ge !l ol aan s ampah di Kota Mal ang ¢
diti n g k a t k dtips://beritajatim.com/politdpemerintahan/pengelolaan
sampakdi-kota-malangdengartpa-supiturangterusditingkatkan/ Diakses
pada tanggal 29 November 2019

Novita Erma, “Ti nj auan hukum l ingkungan I nt ern
p e r u s dtpg/mwww kompasiana.com/novita92216/5e204b84097f36616
04d7b52/tinjauathukumlingkunganinternasionaterhadagimbah
perusahaatimbahbahanrberbahayalanberacurb3 Diakses pada tanggal 1
Februari 2020

Wawancara :

Wawancara, Sapto, Kepala seksi pengurangan dan kebersihan sampah DLH, Malang,
19 November 2019

Wawancara, Tika, Direktur BSM, Malang, 16 Oktober 2019

Wawancara, Rahmat, Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Madang,
Oktober 2019

Wawancara, Majid, Ketua kelompok Bank Sampah Kampoeng Sukun, Malang, 15
Oktober 2019

Wawancara, Mega, Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang, Malang, 16 Oktober
2019

Wawancara, Siti, Ketua PKK RW 1 Kelurahan tunggulwulung, Malang)0ber
2019
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Sumber lain;

Tokyo 3R Statement Towards the Establishment of the Regional 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) Forum in Asia

Indonesian Country Paper Analysis Result of Ha Noi 3R Declaration 2014
Perda Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang P @

UU no 18 tahun 2008 tentang Persampahan

UndangUndang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Bank
Sampah
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VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 1

Nama : Rahmat (Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup)

Jenis Kelamin Laki-laki

Tanggal : 14 Oktober 2019

Pertanyaan

Jawaban

Ket.

Selamat pagi pak, maaf
mengganggu waktunya. Saya T
dari Brawijaya pak. Saya mau
nanyananya nih tentang
partisipasi masyarakat di bank
sampah Malang nih pak.

lya, selamat pagi mas. Oh iya
boleh silahkan mas.. kebetulan
saya yang pegang bidang
kemitraan.

Buatprogramprogram yang ada
di BSM itu butuh partisipasi
pihak apa aja pak?

Jadi gini mas, program di BSM
itu butuh partisipasi dari banyak
pihak. Ada dari DLH nya,
pengurus BSM, nasabah BSM
yang isinya itu ada bank sampal
unit sama ibtibu PKK. Sama
anggotakader lingkungan Malang
juga terlibat mas.

Sebenarnya gimana pak peran
dari DLH untuk bank sampah ity
bu?

Itu ngikut aturan pusat sih mas.
Kan kalau sesuai aturan, dari
tahun 2017 itu DLH yang diberi
tugas untuk ngurus bank sampal
Instruksinya langsundari
pemerintah kota Malang nya ma|

Terus gimana dengan DKP pak|

Ooo0 kalau DKP itu udah gak
ngurusin bank sampah lagi mas.
Sejak 2017 itu bank sampabh itu
jadi urusannya DLH mas

Oalah begitu ya pak. Oh iya kalg
dalam pembuatan perencanaan
dalam banlsampah kaya yang
ngerumusin kebijakannya siapa
saja aktor yang terlibat pak?

Kebijakanrtkebijakan terkait bank
sampah itu dibuat oleh DLH masg
tapi selain itu juga ada kolaborag
sama Bappeda, Dispenda, juga
sama BPKAD Malang mas.
Kompleks lah poko e hahah

Selain itu mas, dalammerancang
perencanaan bukan hanya dari
unsur pemerintahan saja, namul




juga melibatkan masyarakat
sebagai subjek maupun objek d:
kegiatan bank sampah

Masyarakat juga kita libatin mas

Baru nanti kita diskusiin bareng
BSM mulai dari penyelidikan,
rumusin masalah, identifikasi,
penetapan langkah, hingga buat
anggaran mas.

Hehe iya pak.. Kalau boleh tau
gimana langkattangkah dari
DLH dalam membentuk
partisipasi masyarakat pak?

Kita seringnya ngadain
sosialisaskosialisi gitu ma.

Siapa saja pak yang hadir dalan
sosialisasi itu?

Yang hadir banyak mas. Ada ad
DLH nya, PKK, masyarakat gitu
mas. Kita kadang juga ngundang
dosen atau mahasiswa gitu. Pok
e wakeh..

000 begitu pak, nah kalau buat
sosialiasi ada kendala apa kira
kira pak?

Mmm kendalanya paling karena
Malang ini kan luas ya mas,

masyarakatnya banyak, jadi aga
susah hehehe

Benar pak, terus gimana DLH
mengatasi itu pak?

Kita sebenarnya lebih
memfokuskan ke toketokohnya
sih mas. Kayak tokoh PKK, nah
nati kan beku bisa berbagi ilmu
juga dengan anggoetmggotanya
gitu mas.

Oh ya pak pak, kerja sama yang
dilakukan bersama PKK, bank
sampah, maupun dunia akadem
seperti kampus dan sekolah

Dalam menghubungkan elemen
elemen itu kami mengundang
mereka secara formal

Mekanismenya gimana ya pak?

Pertama kirim email dulu mas,
terus hubungi via whats app juggé
kalau nomernya udah dapet mag

Itu kenapa ya pak, kok harus ad
kerja sama antara lembaga
lembaga itu?

Ya gini mas, biar itu mas, kalau
kita sosialisasi itu biasdihadiri
PLN, biar ga sulit mas kalau mal




kordinasi, jadi kegiatan yang adé
bisa berjalan dengan maksimal

Oo begitu ya pak

lya mas

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 2

Nama : Majid (Ketua Kelompok Bank Sampah Kampoeng Sukun)

Jenis Kelamin ; Laklaki

Tanggé: 15 Oktober 2019

Pertanyaan

Jawaban

Ket.

Selamat pagi, pak. Maaf
mengganggu waktunya.

Nggih mas, selamat pagi juga

Perkenalkan, saya TB pak, dari
UB mau nanya?2 dikit pak tentan
bank sampabh ini, untuk keperlua
kuliah pak

000 nggih mas, silahkan

saya mau hanya tentang bank
sampah pak, ada kegiatan apa ¢
ya yang dilakukan dalam menatri
minat masyrakat disini?

Dulu waktu tahun 2014da mas
kayaklomba lingkungaryitu dari
banksampah terus ada
insentifnya, nah dulu itu apa ya,
ini tu jadi kegiata tahunan yang
dinantikan masyarakat maskok
e kekeluargaan, paguyubannya,
itu dapet banget maRasa
kekeluargaan yang membuat
warga ingin berpartisipasi dalam
bank sampah seperti melalui
berbagi lomba, penghargaan daj
insentif daerah lingkungan
perconbhanbukan karna uang
dari nabung sampahnya aja mas

Pemberian insentif maksudnya
yang kayak gimana ya pak?

Insentif yang kayak buat
pengelolaan sampah gitu lo mas
Insentif itu yang bisa menarik
minat masyarakat mas karna ad|
hadiah sama penghargaan gitu
gituu..




Dulu waktu masih dibawah DKP
banyak banget lomba mas

Oalah gitu ya pak. Terkait
sosialisasi yang diadakan itu
kayak gimana pak?

000 sosialisasi ya mas. Itu kaya
ada prosedur sendiri mas. BSM
ngasihin surat ke RT sana baru
nantik ada sosialisamas.
Biasanya saya yang ngehubung
mas kalo di daerah sini karna sa|
juga pemulung jadi banyak kena
orang bank sampah

Hmm begitu ya pak. Kalau terka|
omset yang dihasilkan itu cara
ngitungnya gimana ya pak?

Oo omset ya mas, itu dihitung
berdasarka perkalian antara
jumlah nasabah dengan hasil
penjualan minimal dalam sebula
mas.

Kalau tentang pendampingan ity
gimana pak? Apakah berjalan
dengan efektif apa tidak?

Pendampingan sebenarnya ada
mas, tapi belum maksimal karna
juga kan orangrang di bak
sampabh ini punya kesibukan lair|
juga, jadi ya susah mas

Dalam pengurusan operasional
bank sampah itu apa aja sih pak
peralatan yang harus ada?

Banyak mas, timbangan, buku
induk yang kayak gitu buat
operasional jadi barang wajib m:
dalam bank sampatui

Kalau terkait strukturnya itu
gimana ya pak?

Oo kita ada ketua, sekretaris,
sama bendahara juga mas

Oo0o0 itu tugasnya apa aja ya pe

Ketua itu tanggung jawab buat
kegiatan sama anggotanya mas|
sekretaris mencatat nota, sama
bendahara itu yang ngatuang
uangnya lah mas heheh

Kalau terkait daya jual
masyarakat ada kendala apa pa

Itulah mas, masyarakat kadang
suka bandingin harga di kita san
harga di lapak lain. Kalau
misalnya di kita lebih murah itu,
mereka jualnya ke lapak lain ma

Oalahbegitu pak, kalau dampak
yang langsung dirasakan oleh
masyarakat itu ada gak pak?

Ooo0 ada mas, masyarakat jadi
punya keterampilan dalam
mengolah sampah karna belajar
dari pelatihan yang mereka ikuti,




Baik pak, mungkin itu saja yang
ingin saya tanyakan, @af ya pak
mengganggu waktunya,

Oo iya mas, samsama

Makasih banyak ya pak

Nggih mas, samaama

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 3

Nama : Mega (Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang)

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 16 Oktober 2019

Pertanyaan

Jawaban

Ket.

Selamat pagi, mba. Saya TB da
Brawijaya bu, mau nanya2
tentang BSM untuk keperluan
riset kuliah bu

0Oo00 nggih mas, silahkan

Saya dengar untuk menarik min
masyarakat itu pernatiadakan
lombalomba gitu ya mb2

Ooo0 iya mas, ada banyak lomba
yangdiadakan untuk itu lo mas,
biar masyarakat aktif juga gitu

Kalau loleh tau lomba seperti af
ya mb&

Ada lomba kampong organik,
lomba zero waste, lomba
kampong bersinar, putri
lingkungan, sama juga ada beksi
bersih taman kota gitu.

Wahh menrarik jugau, banyak
juga ya yang diadakan. Kalau
terkait sosialisasi itu gimana
mba?

Sosialisasi juga ada forumnya gi
mas. Biasanya diadakan di
sekolah atau balai desa.

Sigpa saja mbgang hadir di
acara itu?

Biasanya itu ada dari kita, warga
sama yang meggrjabatan disana
lah mas poko e

Oiya mba BSM itu nasabahnya
siapa saja ya bu?

Kalau untuk nasabah BSM itu
tergantung pas saat daftar mas,
jadi ada individu, kelompok
binaan, ada lapak juga, masing
masing syarat daftarnya juga be




Nasabah yang bentuka
kelompok linaan itu maksudnya
gimana ya mba

Oo itu ada 2 jenis mas, ada
kelompok sekolah sama ada
kelompok masyarakat

Kalau untuk kelompok
masyarakat itu ada syarat khust
gitu gak buk buat daftarnya?

Mmmm gak ada sih mas, tapi
disarankan agar punygngurus
unit dulu. Kayak ada ketua,
sekretaris, bendahara gitu.

Kalau untuk juntah minimal
anggotanya berapa mbar bisa
daftar?

Minimal itu ada 17 orang mas, 2
orang sama pengurus

Itu semuanya harus tinggal di
satu wihyah yang sama apa bisi
tidak mba?

Harus mas, harus sama

000 begitu bu, kalau yang dua
kelompok sekolah itu gimana
mba?

Kalau kelompok sekolah jumlah
anggotanya lebih banyak mas,
minimal itu 37 orang atau 5 kelag
40 orang juga sama pengurusny.

Tadi ada jenisnya itu lapakga
ya bu, kalau itu bagaimana ntba
Bedanya apa?

Kalau sekarang sih mas, BSM Ig
fokus buat bentuk paguyuban
pelapak mas, biar lebih gampang
buat koordinasinya

0o begitu mba

lya mas, sama juga kalau udah g
paguyubannya kan bisa ada atur
formal juga biakedepannya lebih
baik mas.

O iya bu, benar juga. Kalau bble
tau sekarang ada berapa ya mb
total kelompok binaan BSM?

Mmmm sampai November 2019
itu ada 629 kelompok mas, 279
unit sekolah, 109 unit instansi, 3
orang pemulung, sama kalau yal
nasabah indidu sudah lumayan,
ada 1763 nasabah.

Dari semua kelompok itu, ada

kelompok percontohan gitu gak
mba? Yang mereka jalannya udzq
bagus gitu?

Ada mas, unit sekolah itu bagus
bagus mas.

Oalah, kalau terkait pengolahan
sampahnya, B8 sudah
melakukan apaaja ya mb2

Kalau buat pengolahan sampah
bisa digiling sama dijadiin barang
kreativitas gitu mas

Sejauh iniapa kendala yang
dialami BSM mb&

Kendalanya itu mas, harga palin
mas. Jadi masyarakat kadang




banyak yang gak mau jadi
nasabah.

Oiya mba permasalahanadnga
pasti kompleks sekali ya mba

Benar mas, belum lagi kita
tergantung sama permintaan
perusahaan kan, kalau mereka
ngasih harga rendah, ya kita har
ikut mas, masyarakat yang gak t
jadinya males jual, mereka
pikirnya pasti kita yang mahin,
padahal kan kita ngikut
perusahaan juga mas

Mmmm iya mbaKalau
manfaatnya di perekonomian
masyarakat yang paling terasa i
apa ya bu?

Mmm apa ya mas, paling ya
ngurangin pengangguran mas.
Kan ada perekrtutan tenaga ker;j
juga.

Masyarakat berasahget mas ap
lagi kita kan sistemnya pakai
tabungan gitu nanti di konversi
deh mas. Ada tabungan reguler,
tabungan lebaran, tabungan
sekolah, tabungan sembako,
tabungan lingkungan, sampe
tabungan sosial juga ada..

Selain itu ada apa lagi mba

Itu mas, nasyarakat jadi punya
sumber penghasilan lain. Ratta
mereka bisa dapat2juta
pertahun dari hasil nabung
sampah aja. Itu nanti kan bisa
dipakai buat kebutuhan lain, bay
sekolah, sama lailain

Kantor BSM sendi ada jam
operasionalnya gak mBa

Adamas, kita buka dari jam 8
pagi sampai jam 4 sore,
masyarakat juga bisa
menyampaikan pengaduan atau
keluhan mereka juga mas terkait
apa yang terjadi.

Kalau di BSM gitu ada gak sih
mba kaya evaluasi kegiatan gitu

Kalau untuk evaluasi langsung s
kita biasanya bikin workshop ma
lewat forum yang isinya penguru
dan paguyuban nasabah kelomp
yang isinya ketua kelompok ban
sampah unit. Ya semacam rapat
mas, tapi yang kita bahas itu




tentang hasil dari program semis
program lomba, sosialisasi, dan
semuégkegiatan yang ngelibatin
masyarakat

Wah evaluasinya gimana tuh
mba?

Kalo yang evaluasi rutin itu,
Pengurus/anggota koperasi,
monitoring dan evaluasi rutin
terhadap pengecekan BSM sesu
dengan target indikator yang telg
kita dari anggota koprasi tetapin
sebelumnya mas.. Evaluasi rutin
tersebut dilakukan setiap satu
bulan sekali sih biasanya.. rapat
anggota koperasi lah bisa
dibilang..

Berapa orang mba itu rapatnya?
Ngelibatin nasabah2 juga gak?

Lho engga mas.. Cuma evaluasi
dari anggota koperasi aja.
Nasababh itu bukan anggota
koprasiJadi kita diskusi tentang
internal mas kalo nge evaluasi.
Nasabah juga semakin banyak jg
susah kita mas kalo evaluasi
ngundang semuanya.. biasanya
grup itu udah cukup mas. Kita
punya paguyuban grup WA. Nan
disitu udah ngewakilin aspirasi
nsabah2 mas.. isinya juga ketua
kelompok.

Kalo yg evaluasi workshop itu
gmn mba maksudnya?

Dulu Tahun 2017, kita pernah
mengajukan usulan program
digitalisasi sistem pembukuan
BSM mas. Tujuannya agar
mempermudah administrasi yan(
dilakukan oleh BSM serta nasab
bank sampah unit. Inovasi tersek
diciptakan dengan bantuan dari
mahasiswa dalam pembuatan
aplikasi manajemen bank samps

Cuma sekarang udah gaada ma
kaya dulu, biasanya dulu itu kita
inisiasiin dateng ke tiap wilayah
bua bikin evaluasi workshop gitu
sekarang orangrang yang dateng
ke sini




Okedeh gitu aja deh mba makag Sama2 ya mas hehe
ya..

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 4

Nama : Siti (Ketua PKK RW 1 Tunggulwulung)
Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 20 Oktober 2019

Pertanyaan

Jawaban

Ket.

Selamat siang bu. Saya TB dari
Brawijaya mau nanyaanya dikit
bu tentang bank sampah

000 nggih mas, silahkan, tapi
jangan banyakanyak ya heheh

Heheh iya bu. Jadi gini bu, kan
bank sampah itu punya program
sosialisasi ya, naftu
implementasinya di RW ini kayak
gimana ya bu?

Ooo itu iya mas, ada mas. Jadi
BSM itu ngajarin cara milah
sampah, terus juga cara
ngolahnya mas biar jadi produk
yang bisa dijual, kayak kerajinal
gitu

Oo begitu bu

lya mas, pernah juga yang
sampah orgakidiajarin buat
bikin kompos

Kalau buat bikin kerajinan gitu by
BSM sendiri punya program
kayak gimana bu disini?

Kalau kegiatan bikin kerajinan
itu biasanya BSM sama ikbu
PKK sini mas. Awalnya itu cari
bahannya dulu di rumah atau
warungwarung abistu baru
diajarkan cara bikinnya

Itu ada ketuanya gitu gak bu yan
mimpin kegiatannya?

Ada mas, tapi ya gitu, kadang
kadang aja, jadi ga kekontrol
semua

Oalah begitu bu, jadi kalau beliat
gak ada gimana bu?

Gitulah mas, ibtibu PKK nya
juga pada maledatang mas
soalnya cuma tau cara bikin tap
gak tau mau jual kemana

Oo begitu bu, jadi kalau misalnye
gak ada yang bantu jual, akhirny;
dipakai sendiri?

Nggih mas, iya




Menurut ibu dampak apa yang
sudah dirasakan berkat adanya
programprogram kayak git?

Ya lingkungan jadi bersih mas.
Di sekitar tempat tinggal anggot
sudah jarang ada sampah botol
plastik, kardus. Kan anggota
samasama ngumpulin sampabh,
jadi lingkungan lebih bersih.

Oo begitu bu, terima kasih banye
bu atas jawabannya, maaf
menggangg waktunya

Nggih mas, samaama

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 5

Nama : Tika (Direktur BSM)
Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal :16 Oktober 2019

Pertanyaan

Jawaban

Ket.

Selamat pagi bu, saya TB dari
UB mau nanyananya dikit bu
untuk keperluan penelitian. &
nanyananya tentang BSM

Pagi mas, nggih mas, silahkan

Kalau boleh tau kegiatan
kegiatan bank sampah itu
perencanaannya melibatkan
masyarakat juga bu?

O iya mas, kegiatan yang ada ya
merencanakan bukan pemerintah
aja, tapi juga bersama masyaraka

Bentuk pelibatan masyarakat ity
contohnya bagaimana bu?

Kita bersama masyarakat itu salif
berkordinasi mas. Dalam setiap
kebijakan yang ada itu selalu
dikawal masyarakat yang mereka
itu diwakili oleh nasabah, anggots
PKK, sama kader lingkungan jugi
mas

Perencanaan yang dilakukan itu
apakah ada jadwalnya sendiri b

Enggak mas, perencanaan itu
dilakukan sesuai kebutuhan saja,
jadi gak ada waktwvaktu khusus
nya

Apa ada metode khusus yang
dipilih BSM untuk melibatkan
masyarakat secara langsung by

Mmm kalu kita biasanya lewat
sosialiasi mas. Jadi ada




penyuluhan, pembimbingan, dan
terakhir pendampingan

Kalau untuk pendekatannya
sendiri, itu BSM melakukan
pendekatan dalam bentuk apa y
bu?

Pendekatan yang dilakukan
biasanya dengan menggunakan
pendekatarkonomi mas. Itu kala
di pemukiman lo ya. Tapi kalau
yang buat kawasan perumahan, i
pakai pendekatan lingkungan

Sosialisasi yang dilakukan ada
dalam bentuk apa saja?

Biasanya itu dengan bentuk forur
gitu mas terus ada kampanye
edukasi yang bertujuamtuk
menyebarkan informasi kepada
masyarakatnya. Sama juga biar
masyarakatnya tau mau lakuin
kegiatan apa aja mas

0o begitu ya bu

Nggih mas, sosialiasinya itu ada
tahaptahapnya juga mas

Kayak gimana itu bu?

Kalau sosialiasi tahap awalval

itu cuma kgak pengenalan dasar
tentang bank sampah. Tahap
berikutnya itu pembimbingan
dengan musyawarah sama
masyarakat san&etiga kegiatan
sosialisasi tersebut dilakukan ata
dasar kondisi yang ada pada ban
sampah kelompok apakah pada
tahap memulai, sedang
berlangsung, ataupun bank samp
unit yang telah berjalan
sustainable. Penyuluhan yang
dilakukan adalah sosialisasi awal
untuk memberikan pengetahuan
dasar mengenai pemilahan
sampah. Kemudian pada tahap
selanjutnya adalah pembimbinga
yang mana merupakan tahap
pembelajaran awal yang baru saj
terbentuk di masyarakat dan
memberikan bantuan jika
diperlukan serta pembimbing
memberikan arahan atau
penjelasan secara intensif.
Kemudian tahap terakhir adalah




pendampingan dengan melakuka
pengawasan.

Selain itu masyakat dikasih
penyuluhan tentang apa lagi bu

Banyak mas.yang pertama
adalah dalam bentuk forum
sosialisasi/lkampanye edukasi
yang betujuan untuk
menyebarluaskan informasi
mengenai program yang
dikembangkan di tiap wilayah
kelompok. Forum ini
berlangsungli sekolah ataupun
balai warga dengan dihadiri
oleh penanggung jawab
operasional kegiatan, warga,
serta pemangku jabatan di
wilayah tersebut. Sebelum
melakukan sosialisasi, BSM
memberikan surat terlebih duly
kepada RT setempat untuk di
disposisi. Komunikasyang
terjalin tersebut difasilitasi oleh
warga selaku penghubung
antara BSM dan RT. Sosialisa
pertama ini adalah sosialisasi
pengenalan dan pengetahuan
dasar mengenai bank sampah
Isi yang akan disampaikan
dalam penyuluhan tentang bar
sampah sebagarggram
nasional, pengertian bank
sampah, penjelasan alur
pengelolaan sampah pada
sistem bank sampah, dan
pembagian hasil keuntungan
pengelolaan sampah.

Bentuk sosialisasi yang kedua
adalah pembimbingan dengan
menggunakan musyawarah
warga dari kelompok uank
mensosialisasikan lebih dalam
mengenai tata pelaksanaan
teknis bank sampah yang
difasilitasi oleh penanggung
jawab operasional bank samp:




unit, ketuadan anggota dari
bank sampah kelompok
tersebut.

Wah teknis mekanisme
musyawarahnya gimana bu?

Ada penjelasan sistem bank
sampabh, dari pemilahan,
penyetoran, penimbangan,
pencatatan,sampe ke pengangku
itu kita jelasin mas. Ada juga
musyawarah persetujuan buat
diriin bank sampah dari warga,
musyawarah, pembentukan
pengurus, diskusi operasional,
sampe pnetapan tujuan bersama
juga dilakuin mas. Jadi kalo di
kelompok itu warga benebener
sepenuhnya totalitas untuk bikin
bank sampabh.

Kalau tentang pendapatan ya b
itu bank sampah ada target omg
tertentu gak bu?

Biasanya mas, bank sampah unit
punya nas. Mereka juga boleh
nentuin omset sendiri mas dari
evaluasi bulan sebelumnya

Oo begitu bu, oiya bu kalau
terkait musyawarah tadi itu ada
kegiatan apa aja ya bu di
dalamnya?

000 gini mas, kalau pas
musyawarah itu buat persetujuan
dari masyarakat untukepgadaan
bank sampah, terus baru penenty
nama bank sampahnya juga di
musyawarah itu

kalau terkait pengurusan bank
sampahnya itu ada siapa aja ya
bu?

Ada beberapa mas, ketua,
bendahara, sekretaris, terus ada
divisi-divis lainnya juga

Pemilihan pengusiitu gimana
sistemnya bu?

Itu juga lewat musyawarah

penentuannya mas, jadi biar sam
sama enak kan semuanya, milihr
juga samesama

Oiya bu, saya juga pernah deng
ada musyawarh operasional jug
ya? Itu maksudnya bagaimana
bu?

Oo kalau musyawaralperasional
itu buat bahas hdlal yang teknis
mas

Contohnya itu kaya gimana syarg
syarat jadi nasabah, mekanisme
penyetoran, manajemen tabungal
penjadwalan sampe pencatatan i
dirembukin barendpareng. Kita

juga dapet banyak amsukan kok




mas dari wargaetkait teknis
seperti itu..

Hal teknis yang bagaimana bu?

Itu lo mas, kayak penetuan lokas
cari pengepul dan laitainnya mas

Oo gitu iya bu. Kalau akteaktor
yang terlibat dalam pembuatan
mekanismenya siapa aja ya bu?

Kalau yang ngambil keputusatu i
masyarakat mas lewat pengurus
BSM, bank sampah unit, sama
PKK juga ikut

Berarti BSM itu open sama
masukan dari nasabah ya bu?

Yap ita sangat open kok
kalo ada inovasi atau
masukan yang sekiranya
bisa diterapin dan efektif.
Dulu bahkan ada mahasiswa
yang ngebuat pilot project
sistem pengelolaan sampah
berbasis Hydrotermal. Atau
ada juga yang bikin
teknologi administrasi
pencatatan dengan aplikasi.
Tapi, semua pada gak ada
kabar dan kelanjutannya.
Karna dari kita juga gak bisa
sembarang jalanin gitu aja
Harus ada pemerintah yang
mengetahui selaku pembina
kita.

Sama ini bu, untuk sumbangan
CSR dari PLN itu gimana ya bu

Proses pengajuan alokasi bantug
kepada CSR PLN Distribusi Jawa
Timur juga tidak mudah, harus
dilakukan monitoring dan evaluas
atas apaian yang dilakukan oleh
BSM. Sama halnya dengan dana
APBD juga gak ada mas, ada nys¢
itu pinjaman. Jadi kita bendener
berdarakdarah buat nutupin biays
operasional sendiri sebetulnya.

PLN itu paling bantu dalam
maintenance sarana prasarana a
kaya sevice mobil gitugitu

Tapi BSM juga bertanggung
jawab sama alat2 di nasabah g
bu?

lya mas kita biasanya ngasih ke
nasabah yang rutin nabung.. dan
bantuan sumberdaya kaya
tabungan, buku induk, nota, itu




kita bantu. Kecuali gudang sama
kendaraan ya masiggaa..

Oh gituya bu.. ibu kalo
koordinasi sama unit bsm kaya
gimana bu?

Kita sama ketua kelompok bank
sampah unit punya paguyuban di
grup WhatsApp. Dalam grup itu
kita juga sering keluhan bank
sampah kepada seluruh bank
sampah unit yang masuk dalam
grupWhatsApp paguyuban
pengurus BSM bersama ketua
kelompok bank sampah unit.

Okedeh bu Tika.. Makasih
banyak ya bu.. nanti kalau ada
apa2 saya kontak lagi ya bu..

Ok mas samaama ya...

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 6

Nama : Sapto (Kepala seksi pengurandan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup)

Jenis Kelamin : Laklaki

Tanggal : 19 November 2019

Pertanyaan

Jawaban

Ket.

Selamat pagi pak, saya TB dari
brawijaya mau nanyaanya
untuk keperluan penelitian kulia
pak

Oo iya selamat pagi mas, silahka
mas gak agapa

Saya mau tanya kelembagaan ¢
BSM pak dan kaitannya sama
DLH itu apa ya pak? Kalau tidak
salah dulu itu DKP ya pak yang
nangani?

lya mas.. Jadi awal tahun 207
berlaku pertama kaliny@eraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 201
yang merupakan tunan dari
UndangUndang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daera
bahwasanya DKP harus
dihapuskan dan badan tersebut
akan termasuk dalam SKPD DL}
sehingga perangkat yang
mengatur kebersihan dan
persampahan akan menjadi
tanggung jawab DLH.

Oalah giu yya pak, terus elemen

yang terlibat ada siapa aja pak?

Ada PLN dek yang jadi CSR nya
BSM. PLN ada untuk ngedukung




operasional nya BSMapi bukan
Cuma itu ajadiharapkan dapat
menjadi wadah dalam membina,
melatih, mendampinggama juga
bisa bantumemasarkan hasil
kegiatan pengelolaan sampah di
hulu, memanfaatkan sampah
dengan prinsip 3R, dan
membentuk perilaku menuju kotg
Malang yang peduli akan
lingkungan dan kebersihan.

Terus menurut bapak bagaiman
sih tujuan peraturan daerah no ]
tahun 2010dntang pengelolaan
sampah di Malang?

Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Malang tersebut, dijelaskan
mengenai paradigma baru dalan
pengelolaan sampah. Paradigma
baru tersebut untukijuannya
mas.. untuk antisipagimlah
gunungan sampah di TPA
Supiturang Keamatan Sukun.
Paradigma tersebut memandang
sampah sebagai sumber daya y:
memiliki nilai ekonomis apabila
dimanfaatkan. Misalnya untuk
energi, kompos, pupuk ataupun
bahan baku industri..

Terus menurut bapak bagaiman
sih tujuan peraturan daerah no ]
tahun 2010 tentang pengelolaar
sampah di Malang?

Gini lho mas.. diPeraturan
Daerah Kota Malang tersebut,
udah dijelasiimengenai
paradigma baru dalam
pengelolaan sampah. Paradigma
baru tersebut untuk
mengantisipasi jumlah gunungar
sampah di TPA Supiturang
Kecamatan Sukun. Paradigma
tersebut memandang sampah
sebagai sumber daya yang
memiliki nilai ekonomis apabila
dimanfaatkanMisalnya untuk
energi, kompos, puk ataupun
bahan baku industry mas.

Pak, tapi kok saya melihat Bank
Sampah ini partisipasinyaasih
rendah ya.. apa tidak ada SIDa
untuk pengembangan inovasi d¢
bank sampah atau pemerintah ¢
yang ngebantu buat ningkatin
partisipasi bank sampah?

Kalau dari kita belum melihat
adanya inovasi khususnya yang
berbasis teknologi dalam
pengelolaan sampaermasuk
juga dalam BSMPadahal ya
mas..Kota Malang dijadikan pilot
project oleh pemerintah pusat,
namun kenyataannya Pemerinta




Kota Malang sendiri belum
mempunyai kebijakan penguatar,
SIDa yang terbukti dari belum
adanya kebijakan dan dokumen
pembangnan yang membahas
tentang SIDa dan inovasi
pengelolaan sampah. Dengan ka
lain, SIDa belum dijadikan
tumpuan dalam pelibatan publik
atas inovasi pengelolaan sampa

Oo begitu ya pak.. mungkin itu
aja dulu pak terimakasih.

lya mas
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